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RESUME PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 

PADA PBPH PT SUMALINDO ALAM LESTARI UNIT 1 

UNTUK KEGIATAN RESERTIFIKASI 

 

 

 

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)  

a. Nama LPVI : PT Trustindo Prima Karya 
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa 

No. 80 Samarinda.75121 
c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 
d. Website : www.trustindo.net  
e. Nomor Akreditasi KAN 

sebagai LPVI 
: 

LPVI-017-IDN  
Masa berlaku 20 Maret 2023  s.d 26 September 2025 

f. Penetapan sebagai LPVI 
Pelaksana Penilaian 
Kinerja PHL dan VLHH 

: 

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 
Tanggal 13 April 2023 
 

g. Tim Audit : 1. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial) / Ketua Tim Audit 
2. Sasmita Munandari, S Hut (Auditor Prasyarat) 
3. Ir. Indarjo (Auditor Produksi) 
4. Bayu Satria Pramana, S Hut (Auditor Ekologi) 
5. Ir. Harjadi (Auditor VLHH Kayu) 

 
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU  

 
 

2. IDENTITAS AUDITI 

a. Nama Auditi : PT Sumalindo Alam Lestari Unit I 
b. Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok A 

No. 46 – 49, Jln. Gajah Mada No. 3 - 5 
c. Email  : Unit 1sal@gmail.com 
d. Nomor SK PBPH : SK.761/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021 
e. Luas dan Lokasi Areal 

PBPH 
: 32.550 Hektar  di Kab. Berau Prov. Kalimanta Timur 

 
f. Nomor S-PHL : SPHL.54/ASERT/LPVI-001-IDN 
 Masa Berlaku : 13 Agustus 2019 – 12 Agustus 2025 
g. 
 
h. 

MR auditi untuk 
kegiatan audit 
SK. Penunjukan 

: 
 
: 

Eko Romdhani 
Jabatan Koordinator Manager 
No. 036/SAL/VII/2025 Tanggal 01 Juli 2025 
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3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN 
 

No. Tahapan Kegiatan Audit Waktu 
Pelaksanaan 

Ringkasan Hasil Kegiatan  

1. Pertemuan koordinasi 
dengan : Direktorat PUPH 
sebelum penilaian lapangan 

18 Juli 2025  Dilakukan secara online menggunakan 
aplikasi Zoom Meeting. 

 Terdapat informasi tentang auditi untuk 
dikonfirmasi ke UM dan di lapangannya. 

2. Pertemuan koordinasi 
dengan :instansi kehutanan 
di daerah sebelum penilaian 
lapangan 

21 Juli 2025  Dilakukan secara offine di kantor instansi 
masing-masing, yaitu dengan  
a) BPHL Wil. XIII Samarinda; dan 
b) Dinas Kehutanan Prov. Kaltim 

 Hasil pelaksanaan koordinasi 
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5a Rev.1 

3. Rapat konsultasi publik 22 Juli 2025  Konsultasi publik dilaksanakan di Ruang 
Pertemuan Kantor Desa/kampung Tembudan 
Kec. Batu Putih, pukul 09.30 – 11.00 Wtita 

4. Pelaksanaan penilaian 
lapangan  

22 – 26 Juli 
2025 

 Dilaksakan di kantor lapangan dan areal 
PBPH auditi. 

 Kegiatan dimulai dengan melaksanakan 
pertemuan pembukaan, untuk menyampaikan 
rencana teknis pelaksanaan audit dan tata 
tertibnya, dan diakhiri dengan pertemuan 
penutupan, untuk menyampaikan hasil audit 
dan kesimpulannya. 

 Pelaksanaan pertemuan pembukaan 
dibuatkan BAP menggunakan form F1-02.7 
Rev.1 dan untuk pertemuan penutupan form 
F1-02.9 Rev.1 

 Pelaksanaan audit meliputi : 
a) Penilaian kinerja PHL menggunakan 

Standar Penilaian Kinerja PHL sesuai 
Lampiran 1.1 SK.9895 oleh auditor 
prasyarat ( Sasmita Munandari), produksi 
(Indarjo), ekologi (Bayu Satria Pramana) 
dan sosial (Wasis Kuncoro). 

b) Verifikasi legalitas hasil hutan 
menggunakan Standar VLHH Kayu 
sesuai Lampiran 2.1 SK.9895 oleh 
auditor VLHH Hulu (Harijadi) 

 Hasil audit dari masing-masing auditor, dicatat 
menggunakan checklist sesusi form F1-02.8 
Rev.1 

5. Pertemuan koordinasi 
dengan :instansi kehutanan 
di daerah setelah penilaian 
lapangan 

28 Juli 2025  Dilakukan secara offine di kantor instansi 
masing-masing, yaitu dengan  
a) BPHL Wil. XIII Samarinda; dan 
b) Dinas Kehutanan Prov. Kaltim 
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untuk melaporkan hasil audit dan tindak 
lanjutnya atas informasi yang disampaikan 
pada koordinasi awal. 

Hasil pelaksanaan koordinasi didokumentasikan 
menggunakan form F1-02.5b Rev.1 

 

 

4. HASIL AUDIT : 

4.1  HASIL PENILAIAN KINERJA PHL : 

A. Aspek PRASYARAT 
 

1. Indikator 1.1 : Kepastian kawasan pemegang PBPH Hutan Produksi  
a. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas 

sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja TBT, Buku 
Laporan TBT, Peta TBT, dan BATB)  

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Dokumen legalitas perusahaan :  
1. Akta Perubahan Terakhir No. 14 tanggal 02 Oktober 2023 yang telah 

mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0173364 tanggal 13 
Oktober 2023 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0203886.AH.01.11. 
TAHUN 2023 tanggal 13 Oktober 2023.  

2. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120301220287 tanggal 08 
Februari 2019 (Perubahan ke – 1 tanggal 22 Agustus 2024). 

3. NPWP :  
- Kantor Pusat : No. 02.545.400.0-029.000 atas nama PT Sumalindo 

Alam Lestari Unit I dengan alamat Komplek Perkantoran Duta Merlin 
Blok A No. 49, Petojo Utara – Gambir, Jakarta Pusat – DKI Jakarta 
Raya yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. 

- Site Batu Putih : No. 02.545.400.0-727.001 dengan alamat Jl. Batu 
Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 
yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tanjung Redep.  

b) Dokumen legalitas PBPH :  
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 80/Kpts-II/1997 tanggal 06 Februari 

1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola 
Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ± 12.076 ha di Provinsi Daerah 
Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Sumalindo Alam Lestari (Site 
Gonpu I) disahkan dan ditandatangani oleh Djamaludin Suryohadikusumo.  

- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.350/Menhut-II/2008 tanggal 22 
September 2008 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 
80/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 
Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ± 12.076 ha di Provinsi 
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Sumalindo Alam Lestari 
(Site Gonpu I) menjadi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I). Semua hak 
dan kewajiban yang semla merupakan tanggung jawab PT Sumalindo 
Lestari Jaya (Site Gonpu I) menjadi tanggung jawab PT Sumalindo Alam 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 4 dari 69 
 

Lestari (Unit I). Keputusan ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Menteri 
Kehutanan atas nama H. M.S. Kaban. 

- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 267/MENHUT-II/2009 tanggal 11 
Mei 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 
80/Kpts-II/1997 tanggal 06 Februari 1997 tentang Pemberian Hak 
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal 
Hutan seluas ± 12.076 ha di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur 
kepada PT Sumalindo Alam Lestari (Site Gonpu I) yang memuat 
informasi :  
 Mengubah keputusan Menteri Kehutanan No. 80/Kpts-II/1997 tanggal 

06 Februari 1997 beserta lampirannya dan peta areal kerja, sepanjang 
menyangkit luas areal kerja dari seluas ± 12.076 ha menjadi ± 32.550 
ha. 

 Masa berlaku izin mulai 06 Februari 1997 sampai dengan 22 Februari 
2035.  

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
No. SK.761/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021 
tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 
80/Kpts-II/1997 tanggal 06 Februari 1997 tentang Pemberian Hak 
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal 
Hutan seluas ± 12.076 ha di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur 
kepada PT Sumalindo Alam Lestari (Site Gonpu I) dengan perubahan 
nomenklatur menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) 
untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. 
Perizinan ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan atas nama Siti Nurbaya. 

c) Dokumen administrasi tata batas : 
- Rencana Penataan Batas No. 32/KUH-2/IUPHHK-HT/2014 tanggal 25 

April 2014. 
- Instruksi Kerja No. 46/ITK/BPKH IV-2/2014 dengan panjang ± 68,336 km 

tanggal 20 Mei 2014 jo. No. 46/ITK/BPKH IV-2/2014 sesuai Surat No. 
S.146/BPKH IV-2/2015 tanggal 20 Maret 2015. 

- Buku TBT tanggal 02 Februari 2017 sesuai dengan Instruksi Kerja No. 
46/ITK/BPKH IV-2/2014 dilengkapi dengan peta.  

- Sebagian penataan batas sepanjang 22.878 m dilakukan oleh BPKH 
Wilayah IV Samarinda dan sampai dengan dilaksanakan kegiatan audit 
Resertifikasi PT Sumalindo Alam Lestari Unit I belum melakukan 
penggantian biaya untuk penataan batas tersebut. Penataan batas 
tersebut sampai dengan saat ini belum temu gelang. 

b. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya  
Bobot : 2 
NILAI : SEDANG  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Realisasi tata batas sesuai laporan TBT No. 43/BPKH IV-2/2016  
Trayek Rencana (m) Realisasi (m) 

C-B-A-K-J 42.953 42.775 
1-G-H 3.374 3.339 
C-D-E (P.170) 20.765 20.905 
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 : b) Perkembangan tata batas sesuai laporan TBT No. 43/BPKH IV-2/2016 :  

Kegiatan 
Batas 
Luar 
(m) 

Batas 
Sendiri 

(m)  

Batas 
Sekutu 

(m) 

Jumlah 
(m)  

Keterangan  

Rencana  22.878 41.500 25.205 89.583  
      
Realisasi       
Batas 
Persekutu-
an PT 
Swadaya 
Perkasa 
Blok I dan 
II  

- - 23.438 23.438 Regu I Blok I 
Regu II Blok 
II  
Batas 
Persekutuan  

Persekutu-
an PT 
Wana 
Kaltim 
Lestari  

- - 2.062 2.062 Regu I Batas 
Persekutuan  

Batas 
Sendiri PT 
SAL I  

- 41.515 - 41.515 Batas Sendiri  

BATB 
Kawasan 
Hutan oleh 
BPKH IV 

22.878 - - 22.878 Realisasi 
Tahun 2015  

Jumlah    89.893  
Sisa    - Sesuai 

Rencana 
Penataan 

Batas 
Temu 

Gelang  
 

c) Penataan batas yang dilaksanakan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda 
sepanjang 22.878 m sampai dengan saat ini belum dilakukan penggantian 
biaya oleh PT Sumalindo Alam Lestari Unit I sehingga progress penataan batas 
masih belum temu gelang.  

d) PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah melakukan pemeliharaan batas selama 
periode audit yang dibuktikan dengan BA pemeliharaan batas.  

e) Hasil Pemeliharaan batas diketahui bahwa beberapa areal belum terpasang 
pal batas.  

c. Verifier 1.1.3. : Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not 
Applicable/NA apabila tidak terdapat penggunaan) 

Bobot : 1 
NILAI : BURUK  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. Hasil observasi di lapangan, ditemukan SUTT di areal konsesi PT Sumalindo 
Alam Lestari Unit I. SUTT yang dibangun PT PLN di PT Sumalindo Alam 
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Lestari Unit I belum dilakukan pengukuran luasan terpakai. Tersedia Surat 
Rencana Pembangunan SUTT 150 KV GI Talisayan – GI Maloy dari PLN 
kepada PT Sumalindo Alam Lestari Unit I sesuai surat No. 382/REN.00.02/UI 
KALBAGTIM/2019 tanggal 01 Juli 2019.  

b. Selain itu, dibangun jalan provinsi Samarinda – Berau di areal konsesi PT 
Sumalindo Alam Lestari Unit I namun belum didukung dengan perizinan yang 
sah dan belum tersedia luasan terpakai untuk jalan provinsi tersebut.  

c. Kegiatan tersebut belum dilaporkan ke instansi terkait.  
d. Verifier 1.1.4 : Penguasaan Areal Kerja oleh PBPH HP 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG  
Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Hasil analisisi dokumen dan verifikasi di lapangan ditemui klaim – klaim 
masyarakat dengan uraian sebagai berikut :   

Jenis Klaim Luas (ha) 
Perkebunan Sawit, Pertanian  2.453  
Illegal Logging  Ditemukan bukti kayu yang telah 

digesek dengan luasan areal kecil. 
SUTT  Hasil verifikasi lapangan ditemukan 

SUTT, namun belum diketahui luasan 
terpakai  

 Desa Kayu Indah  Desa Trans di areal konsesi PT 
Sumalindo Alam Lestari Unit I dan 
belum dikeluarkan (enclave)  

Jalan Provinsi Bera – Samarinda  Hasil verifikasi lapangan, terdapat 
jalan provinsi yang  namun belum 
didukung dengan dokumen perizinan 
yang sah dan belum diketahui luasan 
terpakai  

 
Penguasaaan Areal Kerja PT Sumalindo Alam Lestari Unit I sebagai berikut :  
= 32.550 ha – 2.453 ha  
= (30.097 ha/32.550 ha) x 100 % 
= 92,46 % - BAIK  
 
Namun, hasil verifikasi menunjukkan beberapa kegiatan pembangunan SUTT, 
jalan provinsi Samarinda – Berau, dan Desa Kayu Indah belum dilakukan Analisa 
lebih lanjut.  
Laporan konflik telah dilaporkan ke instansi yaitu KPHP Berau Pantai yang 
dibuktikan dengan tanda terima pelaporan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.1 

: 
(12/18) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 
 
2. Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi  
a. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan yang sesuai dengan PHL 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki dokumen visi misi yang telah ditetapkan 
oleh direktur perusahaan pada Februari 2017 dengan uraian :  
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Visi  
Menciptakan perusahaan pengelolaan hutan tanaman yang berkualitas, produktif, 
memiliki keunggulan kompetitif dan dikelola secara profesional dengan budaya 
usaha (corporate culture) yang mandiri berazaskan kelestarian (sustainability), 
keuntungan (profitability) dan kesejahteraan (prosperity). 
Misi  
 Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman yang berkualitas dan produktif 

secara lestari  
 Memupuk keuntungan yang berkelanjutan sebagai hasil terbaik dalam 

pengelolaan hutan tanaman 
 Penerapan pola agroforestry sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan 

nasional (food security)  
 Memberikan layanan yang baik kepada industri yang memanfaatkan hasil dari 

hutan tanaman  
 Mengoptimalkan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar areal 

kerja  
 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme pengelolaan 

hutan tanaman dengan memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan 
lainnya yang relevan  

 Menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya hayati 
dan ekosistemnya  

 Melaksanakan sistem manajemen lingkungan, keselamatan, dan Kesehatan 
kerja (SMK3) yang terpadu sesuai standar dalam bidang masing – masing 
hingga menjadi kultur kerja. 

PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah melakukan kegiatan sosialisasi visi misi 
perusahaan kepada karyawan, mitra/kontraktor, dan kampung/desa binaan 
dengan uraian sebagai berikut :  

Target Sosialisasi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Karyawan  - - √ √ √ √ 
Mitra Kerjasama/Kontraktor - - - - √ √ 
Kampung Kayu Indah  - - √ √ √ √ 
Kampung Tembudan  - - √ √ √ √ 
Kampung Tunggal Bumi - - - - - - 
Kampung Capuak  - - √ √ √ √ 
Kampung Dumaring  - - √ √ √ √ 

Keterangan : √ dilaksanakan sosialisasi, - tidak dilaksanakan sosialisasi  
 
Kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan secara menyeluruh pada desa binaan 
sesuai RKTPH tahun berjalan. Sosialisasi kepada mitra Kerjasama/kontraktor 
hanya dilaksnakan pada tahun 2024 dan 2025 dikarenakan di tahun 2020 – 2023 
tidak ada kegiatan di perusahaan dan proses RKUPH.  

b. Verifier 1.2.2 : Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan  
Bobot : 2 
NILAI : BURUK  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi visi dan misi PT Sumalindo Alam Lestari Unit I :  

Misi Perusahaan 
Kegiatan yang Telah 

Dilaksanakan 
Presentase 

Menyelenggarakan 
pengusahaan hutan tanaman 

 Produksi selama periode 
audit 2020 – 2025 tetapi 

6,25 % 
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yang berkualitas dan 
produktif secara lestari 

tahun 2020 – 2022 tidak ada 
kegiatan pemanenan  

 Mulai ada kegiatan 
pemanenan tahun 2023 – 
2025 

 Realisasi volume produksi 
selama periode audit 
76,25 %  

 Penanaman dalam kategori 
sedang karena  

 Keterbukaan lahan 
termasuk dalam kategori 
baik  

Memupuk keuntungan yang 
berkelanjutan sebagai hasil 
terbaik dalam pengelolaan 
hutan tanaman 

 Tersedia dokumen RKUPH 
periode 2021 – 2030 

 Tersedia dokumen RKTPH 
tahun 2022 – 2025  

6,25 % 

Penerapan pola agroforestry 
sebagai upaya meningkatkan 
ketahanan pangan nasional 
(food security)  

Pola agroforestry berupa 
tumpangsari telah 
dilaksanakan masyarakat 
dengan PT Sumalindo Alam 
Lestari Unit I  

12,5 % 

Memberikan layanan yang 
baik kepada industri yang 
memanfaatkan hasil dari 
hutan tanaman  

PT Sumalindo Alam Lestari 
Unit I melakukan penjualan 
produk kayu bulat ke industri 
dengan menggunakan 
SKSHHKB sesuai dengan 
kualitas yang sesuai dengan 
yang diinginkan oleh industri  

12,5 % 

Mengoptimalkan manfaat 
hutan bagi kesejahteraan 
masyarakat di sekitar areal 
kerja  

 Memberikan lapangan kerja 
49 %  

 Kemitraan yang telah 
mencapai NKK tidak 
berjalan dan masih stagnan 
(0 %)  

 Tumpangsari telah berjalan 
sebesar (91 %)  

 Fee kompensasi ulayat 
sudah dilaksanakan 
sebesar 71,51 % dan 
belum secara menyeluruh 

 Penerimaan tenaga kerja 
lokal 85 %  

6,25 % 

Meningkatkan kualitas 
sumberdaya manusia dan 
profesionalisme pengelolaan 
hutan tanaman dengan 
memenuhi peraturan 
perundangan dan 

 Ketersediaan GANIS PH 
sebesar 70 %  

 Belum tersedia GANIS PH 
NENHUT, KURPET, dan 
BINHUT (1 orang)  

6,25 % 
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persyaratan lainnya yang 
relevan  

 Tersedia dokumen RKUPH 
yang telah disahkan oleh 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan  

 Tersedia dokumen RKTPH 
namun di tahun 2020 dan 
2021 tidak tersedia 
dikarenakan dalam 
pengurusan RKUPH  

Menjaga kelestarian 
lingkungan hidup melalui 
pengelolaan sumber daya 
hayati dan ekosistemnya  

Telah terpasang plang – 
plang himbauan terkait 
larangan berburu  
Pemasangan plang – plang 
jenis flora dan fauna 
dilindungi  
Namun demikian dilapangan 
masih dijumpai illegal logging 

6,25 % 

Melaksanakan sistem 
manajemen lingkungan, 
keselamatan, dan Kesehatan 
kerja (SMK3) yang terpadu 
sesuai standar dalam bidang 
masing – masing hingga 
menjadi kultur kerja 

Belum dilaksanakan secara 
menyeluruh  

6,25 % 

 
Hasil implementasi visi dan misi PT Sumalindo Alam Lestari Unit I  
= 6,25 % + 6,25 % + 12,5 % + 12,5 % + 6,25 % + 6,25 % + 6,25 % +6,25 % 
= 62,5 %  

Nilai Kinerja 
Indikator 1.2 

: 
( 4 / 9 ) x 100 % = 44,44 % (BURUK) 

 
 
3. Indikator 1.3 : Organisasi Pengelolaan Hutan yang mempekerjakan tenaga profesional 

bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 1.3.1 : Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya 
pengelolaan hutan yang lestari  

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: - PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki Struktur Organisasi yang telah 
ditetapkan oleh Direktur Perusahaan sesuai Keputusan Direktur No. 
003/SAL/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 dan dilengkapi dengan Job Description.  

- Struktur Organisasi telah sesuai dengan simpul PHL namun pada bagan nya 
masih ditemukan bagian/divisi yang masih kosong yaitu : Operasional, 
Plantation, Perencanaan, Produksi & Tata Usaha Kayu, dan Security. Selain itu, 
masih ditemukan personil yang rangkap jabatan dalam satu grup perusahaan.  

b. Verifier 1.3.2 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga 
teknis menengah kehutanan, dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap 
bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan 
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Bobot : 2 
NILAI : SEDANG  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Ketersediaan GANIS PH di PT Sumalindo Alam Lestari Unit I :  

GANIS PH 
RKUPH 
 (orang) 

Realisasi 
(orang) 

Keterangan  

HHBK  0 1 

 

CANHUT  1 1 
BINHUT  2 1 
PKB  3 4 
KURPET  1 0 
NENHUT  1 0 

Jumlah 8 7 
 
- PT Sumalindo Alam Lestari Unit I tidak memiliki GANIS PH KURPET dan GANIS 

PH NENHUT.  
- Personil GANIS PH yang tersedia di PT Sumalindo Alam Lestari telah dilengkapi 

dengan SK penugasan, SK penempatan, Register, Sertifikat Kompetensi, dan 
dokumen ketenagakerjaan yang masih aktif.  

c. Verifier 1.3.3 : Peningkatan kompetensi SDM  
Bobot : 2 
NILAI : SEDANG  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Rencana dan realisasi peningkatan kompetensi selama periode audit :  
Tahun  Rencana (Org) Realisasi (Org) Presentase 
2020 Tidak ada 

kegiatan  
Tidak ada kegiatan  - 

2021 Tidak ada 
kegiatan  

Tidak ada kegiatan  - 

2022 29 25 116 % 
2023 38 64 168,42 % 
2024 38 64 168,42 % 

Total 105 153  
Rerata 90,57 % 

 
Realisasi peningkatan kompetensi SDM memiliki presentase 90,57 %,  namun 
demikian PT Sumalindo Alam Lestari Unit I tidak merencanakan pemenuhan 
GANIS PH KURPET dan NENHUT serta kekurangan GANIS PH BINHUT belum 
direncanakan.  
Selain itu, perencanaan dalam peningkatan kompetensi belum dilaksanakan 
sesuai dengan simpul PHL. 

d. Verifier 1.3.4 : Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan 
(sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

Bobot : 1 
NILAI : BAIK  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Personil GANIS PH telah dilengkapi dengan Register, SK penempatan, SK 
penugasan, Sertifikat Kompetensi, dan dokumen ketenagakerjaan yang masih 
berlaku.  

Nilai Kinerja 
Indikator 1.3 

 (15/21) x 100 % = 71,43 % (SEDANG) 
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4. Indikator 1.4 : Kepastian dan mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan 

Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai 
Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.4.1 : Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen  
Bobot : 2 
NILAI : BAIK  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: - PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki Sistem Informasi Manajemen Internal 
berupa computer, laptop, perangkat V-Sat/Starlink (Internet), Telepon dan 
perangkat GPS.  

- SIM PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah dilengkapi dengan penanggung 
jawab sesuai dengan Keputusan Direktur No. 005/SAL/I/2025 tanggal 06 Januari 
2025. 

- PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki software/website internal seperti :  
1. Enterprise Risk Management (ERM)  
2. Personal Registration Database (PRD)  
3. SAP (System Application And Product)   

b. Verifier 1.4.2 : Keradaan SPI/internel auditor dan efektifitasnya  
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: - PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki Tim SPI yang ditetapkan zsesuai 
Keputusan Direktur No. 004/SAL/I/2025 tanggal 02 Januari 2025. 

- PT Sumalindo Alam Lestari telah melakukan kegiatan internal audit SPI selama 
periode audit, namun kegiatan tersebut belum efektif mencakup seluruh 
aspek/simpul pengelolaan hutan lestari.  

c. Verifier 1.4.3 : Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan 
evaluasi  

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: - PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah melakukan tindakan perbaikan atas 
temuan internal audit. 

- Tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi 
terlaksana sebagaian dan belum menyeluruh pada setiap temuan SPI. 

d. Verifier 1.4.4 : Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK 
dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya  

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah mengoperasikan SIM milik KLHK dan telah 
menunjuk operator pada masing – masing sistem sebagai berikut :  

SIM KLHK Operator & SK Ketertiban 
SIPUHH  Sugeng  

SK No. 006/SAL/I/2025 tanggal 06 Januari 
2025  

Pelaporan 
tertib  

SIPNBP  Sugeng  
SK No. 007/SAL/I/2025 tanggal 06 Januari 
2025  

Pelaporan 
tertib  
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SIMPEL  Sastaba Marcelius  
SK No. 008/SAL/I/2025 tanggal 06 Januari 
2025  

Pelaporan 
tidak tertib  

SIPASHUT  Abdul Rohman  
SK No. 009/SAL/I/2025 tanggal 06 Januari 
2025  

Pelaporan 
tidak tertib 

SIGANISHUT  Sugeng  
SK No. 010/SAL/I/2025 tanggal 06 Januari 
2025  

Pelaporan 
Tidak Tertib 

SIPONGI  Sastaba Marcelius  
SK No. 011/SAL/I/2025 tanggal 06 Januari 
2025 

Pelaporan 
tidak tertib  

SIPATOK Belum diterapkan   
 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.4 

 
(16/21) x 100% = 76,19 % (SEDANG) 

 
 
5. Indikator 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

a. Verifier 1.5.1 : Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, 
keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya  

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah membuat RKTPH selama periode audit 
dengan uraian sebagai berikut :  

Tahun RKTPH 
2020 Tidak terbit RKTPH  
2021 Tidak terbit RKTPH 
2022 No. 047/SAL/DIR-RKTPH/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 

dibuat secara self approval dilengkapi dengan peta kerja skala 
1 : 50.000 disahkan sesuai Keputusan Direktur PT Sumalindo 
Alam Lestari Unit I 

2023 No. 024/SAL/DIR-RKTPH/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 
dibuat secara self approval dilengkapi dengan peta kerja skala 
1 : 50.000 disahkan sesuai Keputusan Direktur PT Sumalindo 
Alam Lestari Unit I 

2024 No. 010/SAL/DIR-RKTPH/IV/2024 tanggal 03 April 2024 dibuat 
secara self approval disahkan sesuai Keputusan Direktur PT 
Sumalindo Alam Lestari Unit I 
 

2025 No. 007/SAL/DIR-RKTPH/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 
dibuat secara self approval dilengkapi dengan peta kerja skala 
1 : 50.000 disahkan sesuai Keputusan Direktur PT Sumalindo 
Alam Lestari Unit I  
 

 
Sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 25 Juli 2025 dari General Manager (Triaji 
Cahyadi) menyatakan bahwa RKTPH tahun 2021 tidak terbit dikarenakan dalam 
proses pengurusan RKUPH dimana RKUPH selesai pada tanggal 14 Desember 
2022. PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah melakukan kegiatan sosialisasi 
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RKTPH selama periode audit yang dilaksanakan melalui sosialisasi terpadu 
kepada masyarakat desa binaan dengan uraian sebagai berikut :  
Kegiatan sosialisasi RKTPH yang telah dilaksanakan sebagai berikut :  

Kampung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Kayu Indah  - - √ √ √ √ 
Tembudan - - √ √ √ √ 
Tunggal 
Bumi 

- - - - - - 

Capuak  - - √ √ √ √ 
Dumaring - - √ √ √ √ 

 
Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan oleh PT Sumalindo Alam Lestari Unit I 
namun belum dilakukan secara menyeluruh.  

b. Verifier 1.5.2 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan  
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki kawasan lindung yang telah disahkan 
sesuai Keputusan Direktur No. 051/SAL/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 
dengan uraian kawasan lindung :  

Kawasan Lindung Luas (ha) 
Sempadan Sungai  1.298 
KPSL 321 
KPPN  1.813 
Cagar Budaya Batu Langkup 152 
Goa 130 
Kawasan Lindung Bukit Karts 1.712 
Kawasan Lindung Resapan Air 2.205 
Mata Air 210 
Rawa 374  

Total 8.215 
 
PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah melakukan sosialisasi kawasan lindung 
kepada masyarakat desa binaan dengan uraian sebagai berikut :  

Kampung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Kayu Indah  - - √ √ √ √ 
Tembudan - - √ √ √ √ 
Tunggal 
Bumi 

- - - - - - 

Capuak  - - √ √ √ √ 
Dumaring - - √ √ √ √ 

 
Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan oleh PT Sumalindo Alam Lestari Unit I 
namun belum dilakukan secara menyeluruh. 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.5 

 
6/9 x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 
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B. Aspek PRODUKSI 
 

1. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 
a. Verifier 2.1.1 : Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat 

yang berwenang. 
Bobot : 1 
NILAI : BAIK  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah memiliki dokumen RKUPH periode 
berjalan tahun 2021 – 2030 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan 
Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9891/ 
MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022, tanggal 14 Desember 2022. 
Dokumen SK Pengesahan RKUPH dilengkapi dengan Lampiran Peta SK 
RKUPHHK. 

b. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana 
jangka panjang  

Bobot : 2 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Ruang lingkup penataan areal PBPH PT SAL Unit I sesuai RKUPH 2021 - 2030 
adalah sebagai berikut :  

No. Penataan Areal Kerja 
RKUPH Periode 2021-2030 

Luas (Ha) Persen (%) 

1 Kawasan Lindung 8.215,00 25,24 

a Sempadan sungai 1.298,00 3,994 

b KPSL 321,00 0,99 

c KPPN 1.813,00 5,57 

d Cagar Budidaya Batu Langkup 152,00 0,47 

e Goa 130,00 0,40 

f Kawasan Lindung Bukit Karst 1.712,00 5,26 

g Kawasan Lindung Resapan Air 2.205,00 6,77 

h Mata Air 210,00 0,65 

i Rawa 374,00 1,15 

2 Areal Budidaya 24.335,00 74,76 

a 
Pemanfaatan HHK Budidaya (Hutan 
Tanaman) 

  

 Pola Swakelola 19.350,00 59,45 
 1) Silvikultur TPTI 4.300,00 13,21 

 2) Silvikultur THPB (Sengon dan Jenis 
Kayu lain) 

11.950,00 36,71 

 3) Silvikultur THPB (Sengon dan Jenis 
Kayu lain/palawija) 

3.100,00 9,52 

 Pola Kemitraan Kehutanan 3.875,00 11,90 

 1) Silvikultur THPB  2.875,00 8,83 

 
2) Silvikultur THPB (Sengon dan Jenis 
Kayu lain/palawija) 1.000,00 3,07 
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b Sarana Prasarana 1.110,00 3,41 
 Total 32.550 100.00 

 
b) Tidak terdapat perubahan alokasi areal pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya 

(Hutan Tanaman) di lapangan, baik untuk HHK sistem silvikultur TPTI maupun 
sistem silvikultur THPB, termasuk THPB Kemitraan Palawija. 

c) Blok RKT pemanfaatan HHK THPB Tahun 2024 dan 2025, telah sesuai 
lokasinya dengan Peta RKUPH 2021 – 2030. 

c. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%) 
Bobot : 1 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil pemeriksaan pada blok RKT Tahun 2024 dan 2025, batas blok 
RKT dipelihara baik rintisan batas blok, pal/patok blok maupun penandaan papan 
nama blok RKT di lapangan.   

Nilai Kinerja 
Indikator 2.1 

: (12 / 12) x 100 % = 100 % (BAIK)    

 

2. Indikator 2.2 : Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan,  pemanfaatan 
kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan 

a. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi  pemanfaatan hutan  (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa 
lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi 

Bobot : 1 
NILAI : BAIK  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pemanfaatan HHK PT SAL Unit I melalui Sistim Silvikultur THPB dan  Sistim 
Silvikultur TPTI. 

Berdasarkan hasil sampling pada RKT Tahun 2024 dan Tahun 2025 terdapat 
data hasil inventarisasi potensi hutan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu 
hutan alam yang meliputi :  

1) LHC Blok RKT 2024; dan 
2) LHC Blok RKT 2025  

dari LOA yang dipergunakan untuk penyiapan lahan Sistim Silvikultur THPB 
dengan volume potensi kayu alam sebagai berikut : 

No. RKT Target Penyiapan Lahan di Blok THPB 
(LOA) 

Potensi Rata-
rata  
(M3/Ha) Luas (Ha) Potensi Kayu Alami (M3) 

1 2024 500 2.161,94 4,32 
2 2025 450 4.333,72 9,63 
 Total 950 6.495,66 6.84 

 
Lanjutan Tabel : 

No. RKT Realisasi Penyiapan Lahan Rata rata 
Pemanfaatan Kayu 

Alami (M3/Ha) 
Luas (Ha) Volume (M3) 

1 2024 Nihil Nihil NIHIL 
2 2025 Nihil Nihil NIHIL 
 Total Nihil Nihil - 

Sumber Data : RKTPH SIPASHUT pada halaman realisasi RKTPH 2024 
dan data realisasi LHP RKTPH 2025 pada SIPUHH PT SAL I 
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b. Verifier 2.2.2 : Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pemanfaatan hasil hutan kayu oleh PT SAL Unit I, baik melalui Sistim Silvikultur 
TPTI maupun Sistim Silvikultur THPB, selama periode audit tidak terdapat 
kelebihan (over) volume dan/ atau berbeda jenis dengan hasil inventarisasi 
potensinya. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.2 

: (9 / 9) x 100 % = 100 %  (BAIK)  

 

3. Indikator 2.3 : Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin 
kelestarian hutan 

a. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 
Bobot : 1 
NILAI : BAIK  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Tersedia SOP sistem silvikultur THPB meliputi PAK, Risalah Hutan, PWH, Nursery, 
Land Clearing, Penanaman,Pemeliharaan tanaman,Pemanenan dan kegiatan TPTI 
antara lain Pengukuran dan Perpetaan, ITSP, PWH dan Pemanenan. Isi SOP 
meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, referensi, definisi, penanggung jawab, 
prosedur kerja, pelaporan. Referensi sudah disesuaikan dengan peraturan terbaru 
P.8 tahun 2021, lampiran 9 tentang ITSP, lampiran 10 tentang sistem silvikultur, 
lampiran 14 tentang pemanenan ramah lingkungan. Tersedia SOP multi usaha 
kehutanan pola kemitraan. 

b. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 
Bobot : 2 
NILAI : SEDANG  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah menyusun SOP THPB dan TPTI,serta SOP 
Multi Usaha Kehutanan pola kemitraan. Telah ada implementasi THPB dan TPTI, 
dari kegiatan PAK,ITSP/risalah hutan, PWH, pemanenan dan penyiapan lahan, 
pembinaan hutan. Dalam kegiatan PAK dilakukan penandaan batas 
blok,petak,sempadan, namun masih ada lokasi yang belum ada penandaan RKT. 
dalam kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan yang sudah ditumbuhi rumput 
namun belum ada penanaman di RKT 2025. 

c. Verifier 2.3.3 : Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin 
kelestarian hutan 

Bobot : 2 
NILAI : BURUK  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: 
Realisasi penebangan hasil hutan kayu dan penanamannya pada RKT 3 Tahun 
terakhir adalah sebagai berikut : 

No. RKT 

Luas Penebangan (Ha) Penanaman 
Prosentase 

(Luas) 
THPB Hutan 

Tanaman 

LOA / 
Penyiapan 

Lahan 
Luas 

Jumlah 
Pohon 

1. 2023 200,00 - 19,62 5.454,00 9,81% 
2. 2024 1.436,00 - 540,26 900.613,00 37,62% 
3. 2025 1.574,00 - 443,87 524.221,49 28,20% 
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Nilai Kinerja 
Indikator 2.3 

: (9 / 15) x 100 % = 60,00 % (SEDANG)  

 

4. Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha 
pemanfaatan hutan 

a. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha 
pemanfaatan hutan 

Bobot : 1 
NILAI : BAIK  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Tahapan RIL adalah perencanaan pemanenan, operasi pemanenan, pasca 
pemanenan. Prosedur kerja SOP RIL yang ada, urutannya adalah Persiapan 
peralatan, kebutuhan material, persiapan tebang. Pelaksanaan penebangan, 
termasuk penyaradan dan penumpukan di TPn, pengangkutan kayu. K-3, 
lingkungan, kontrol kegiatan, deaktivasi TPn. 

b. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan 
Bobot : 2 
NILAI : SEDANG  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Alam Lestari Unit I, pada periode audit resertifikasi tahun 2020-2025 
telah mempunyai SOP penerapan ramah lingkungan  (RIL), urutan prosedur kerja 
perencanaan pemanenan, operasi pemanenan dan pasca pemanenan. Pada 
perencanaan pemanenan dilakukan PAK, ITSP/Risalah hutan, ada beberapa lokasi 
belum  ada papan blok RKT 2025. Dalam tahap pemanenan dilakukan perawatan 
jalan, penebangan, penyiapan lahan. Dalam tahap pasca pemanenan dilakukan 
penanaman, tersedia persemaian, namun ada beberapa areal penyiapan lahan 
belum dilakukan penanaman, kondisi areal sudah ditumbuhi rumput/perdu. 
 

c. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal 
Bobot : 2 
NILAI : BURUK  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil penafsiran Citra Satelit Tahun 2024 pada areal RKT 2023, 2024 
dan 2025 terdapat areal terbuka sebesar 18,16%, namun berdasarkan hasil 
pemeriksaan di lapangan luasan ketiga blok RKT tersebut masih belum dilakukan 
penanaman THPB seluas 68,73%. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.4 

: (9 / 15) x 100 % = 60,00 % (SEDANG) 

 

5. Indikator 2.5 : Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan 
hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui 

a. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH  disusun berdasarkan  hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG  
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Selama periode audit, PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah mengesahkan 4 
(empat) dokumen RKT meliputi : RKT Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025, 
sedangkan RKT Tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia 

b) Seluruh RKT yang disahkan telah lengkap meliputi SK RKT, Dokumen RKT dan 
Peta RKT 

c) Dokumen RKT yang disahkan sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan, 
dengan rincian sebagai berikut : 
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RKT 
Tahun 

Surat Keputusan Rencana Kegiatan Produksi 

2020 Tidak ada RKT - 

2021 Tidak ada RKT Proses penyusunan RKU 

2022 Keputusan Direktur PT Sumalindo Alam 
Lestari Unit I No. 047/SAL/DIR-
RKTPH/XII/2022 tanggal 19 Desember 
2022 

Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 an. 
PT Sumalindo Alak Lestari Unit I 

2023 Keputusan Direktur PT Sumalindo Alam 
Lestari Unit I No. 024/SAL/DIR-
RKTPH/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 
2023 

Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 

dan Carry Over Tahun RKT 2022 

2024 Keputusan Direktur PT Sumalindo Alam 
Lestari Unit I nomor 010/SAL/DIR-
RKTPH/IV/2024 tanggal 3 April 2024 

Pemanfaatan Hutan Tahun RKT 
2024 dan Carry Over Tahun RKT 
2023 

 

2025 Keputusan Direktur PT Sumalindo Alam 
Lestari Unit I nomor 007/SAL/DIR-
RKTPH/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 

Pemanfaatan Hutan Tahun RKT 
2025 dan Carry Over Tahun RKT 
2024 

 
d) Dokumen RKTPH PT SAL I tidak lengkap hanya tersedia 4 (empat) RKT PH dari 

seharusnya ada 6 (enam) RKTPH (RKTPH Tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia). 

 
b. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah membuat peta rencana kerja tahunan 
selama periode tahun 2022 s.d 2025 (sedangkan tahun 2020 dan 2021 tidak 
tersedia) 

b) Peta RKT Tahun 2022 s.d 2025 telah mendapatkan persetujuan dari Direktur PT 
Sumalindo Alam Lestari Unit I (tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia) 

c) Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT Sumalindo Alam Lestari Unit 
I juga dilengkapi dengan peta kerja antara lain :   

- Peta Microplanning For Plantation, PQA, ITSP, PAK skala 1 :2.050 

- Peta PMA dengan skala 1 : 2.440 
- Peta Sample Plot URKT 2025 dengan skala 1 : 40.000  

d) Batas-batas peta kerja yang dibuat PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah sesuai 
dengan peta RKTPH yang disahkan dan telah memperhatikan keberadaan 
kawasan yang dilindungi seperti kawasan lindung KPPN, KPSL dan  sempadan 
sungai 

c. Verifier 2.5.3 : Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG  
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Penandaan batas blok usaha pemanfaatan hutan di areal PT Sumalindo Alam 
Lestari Unit I telah dilakukan dengan pemasangan Plang Blok RKT, pemasangan 
pal / patok identitas petak dan penandaan batas petak.  
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b) Berdasarkan observasi di lapangan pada Blok RKT 2025 dan Carry Over Blok RKT 
2024, penandaan di lapangan juga telah dilakukan termasuk pada kawasan 
lindung yaitu :  

- Pada titik koordinat N 1˚ 21’ 03,51”, dan E 118˚ 16’ 51,37” terdapat papan 
/ plang informasi Blok RKT 2025 dan telah dilakukan penandaan pada 
batas blok dengan cata warna merah 

- Pada titik koordinat N 1˚ 22’ 53,85”, dan E 118˚ 16’ 12,05” terdapat papan 
/ plang informasi Blok RKT 2024 dan telah dilakukan penandaan pada 
batas blok dengan cata warna merah 

- Pada titik koordinat N 1˚ 24’ 15,24”, dan E 118˚ 20’ 55,57” terdapat papan 
/ plang informasi Sempadan Sungai Hayak Pempang dan telah dilakukan 
penandaan pada batas sempadan sungai menggunakan patok kayu 
ukuran 10 cm x 10 cm  

- Pada titik koordinat N 1˚ 24’ 31,54”, dan E 118˚ 19’ 50,41” terdapat papan 
/ plang informasi Kebun Benih Gmelina  

- Hasil observasi di lapangan pada blok RKT 2025 dan Carry Over Blok 
RKT 2024 menunjukkan bahwa terdapat sebagian penandaan areal yang 
tidak terlihat dengan jelas di lapangan. 

 

d. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek  
Bobot : 2 
NILAI : SEDANG  
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Selama periode 6 (enam) tahun terakhir PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah 
melakukan kegiatan produksi / pemanenan  sumberdaya hutan yang 
dimanfaatkannya, berupa usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya hutan 
tanaman dengan jenis tanaman sengon dan gmelina. 

b) Berdasarkan laporan realisasi produksi periode tahun 2020 – 2025, total realisasi 
produksi selama 6 (enam) tahun terakhir adalah seluas 3.210 Ha dengan volume 
407.242,40 m3  dengan rincian sebagai berikut :  

No RKTPH Rencana  Realisasi Persentase 
Luas Vol. Luas Vol. Luas Vol. 

1 2020 - - - - - - 
2 2021 - - - - - - 
3 2022 - - - - - - 
4 2023 2.200 86.028,63 200 3.502,80 9,09 4,07 
5 2024 3.448 281.009,94 1.436 248.039,27 41,65 88,27 
6 2025 *) 4.503 334.152,68 1.574 155.700,33 69,91 93,19 

Total 7.900 534.114,87 3.210 407.242,40 40,64 76,25 
 Sumber : *) Realisasi sampai bulan Juni 2025 

 
c) Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pencapaian luas pada 3 (tiga) tahun terakhir 

sebesar 40,64 % dan rata-rata pencapaian volume sebesar 76,25 %, namun 
demikian terdapat 3 (tiga) tahun RKT yang tidak ada kegiatan operasional yaitu 
tahun 2020, 2021 dan 2022. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.5 

: (12 / 18) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 

6. Indikator 2.6 : Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai 
kegiatan usaha pemanfaatan hutan 
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a. Verifier 2.6.1 : Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan 
keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)  

Bobot : 1 
NILAI : BURUK  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Alam Lestari Unit I (masih dalam grup PT Sumalindo Alam Lestari 
belum dipisah) telah mempunyai laporan keuangan yang diaudit akuntan publik 
tahun 2020 s/d tahun 2024. Terdapat data neraca, laba rugi dan bisa dianalisis 
kemampuan fiansial. Pada tahun 2020 s/d tahun 2024 kondisi kemampuan 
finansialnya adalah likuiditas 24,75%, solvabilitas 214,59% dan rentabilitas -1,64%. 

b. Verifier 2.6.2 : Realisasi Alokasi dana yang proporsional 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah menyusun laporan keuangan yang diaudit 
akuntan publik tahun 2020 s/d 2024. Tersedia data rencana dan realisasi anggaran 
pengelolaan hutan tanaman, meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan sarana 
prasarana, penanaman, pemanenan, perlindungan hutan, kewajiban pada 
lingkungan sosial dan pada negara, penelitian dan pengembangan, administrasi 
umum. Secara umum terjadi simpangan realisasi terhadap rencana anggaran 
sebesar antara 0,00 % s/d 10,60%, namun realisasi anggaran tahun 2020 s/d 2022 
tidak proporsional. 

c. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan 
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan 
publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan 
ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS) 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Rencana anggaran sebesar Rp. 10.651.109.000,-, realisasinya sebesar Rp. 
10.310.237.000,-. Maka tingkat kecukupan  anggaran sebesar 96,80%. Namun dari 
penilaian tahun 2020 - 2023 realisasi kurang cukup. 

d. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar (teknis kehutanan) 
Bobot : 2 
NILAI : BURUK  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada tahun 2020 s/d tahun 2024, realisasi dana pengelolaan hutan tanaman oleh 
PT Sumalindo Alam Lestari Unit I termasuk proporsional, tingkat kecukupan 
anggaran 96,80%, dana yang ditanamkan kembali ke hutan 94,66%, realisasi 
volume tebangan 76,25%. Namun  pada periode audit resertifikasi tahun 2020-
2025, realisasi luas tebangan 3.210,Ha, realisasi tanaman 1.003,75 Ha, maka 
persentase luas tanaman sebesar 31,27%. Maka realisasi pendanaan tidak lancar. 

e. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan  
Bobot : 2 
NILAI : BURUK  
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada tahun 2020 s/d tahun 2024 PT Sumalindo Alam Lestari Unit I melakukan 
kegiatan pembinaan hutan meliputi penanaman, perlindungan hutan, penelitian dan 
pengembangan. Rencana anggaran pembinaan hutan sebesar Rp. 2.459.112.000,- 
realisasinya sebesar Rp. 2.327.736.000,-. Maka persentase realisasi anggaran 
pembinaan hutan atau dana yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 94,66%. 
Namun  pada periode audit resertifikasi tahun 2020-2025, realisasi luas tebangan 
3.210,Ha, realisasi tanaman 1.003,75 Ha, maka persentase luas tanaman sebesar 
31,27%. 
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Nilai Kinerja 
Indikator 2.6 

: (11 / 24) x 100 % = 45,83 % (BURUK) 

 
 

C. Aspek EKOLOGI 
 

1. Indikator 
3.1 

: Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi 
Tinggi (ABKT) 
 

a. Verifier 
3.1.1 

: Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta 
terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam 
areal kerja PBPH sesuai Surat Keputusan Direktur Nomor : 051/SAL/XII/2022 tanggal 27 
Desember 2022, meliputi: 

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar) 
1. Sempadan Sungai 1.298,00 
2. KPSL 321,00 
3. KPPN 1.813,00 
4. Cagar Budaya Batu Langkup 152,00 
5. Goa 130,00 
6. Kawasan Lindung Bukit Karst 1.712,00 
7. Kawasan Lindung Resapan Air 2.205,00 
8. Mata Air 210,00 
9. Rawa 374,00 
 Total 8.215,00 

 
b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan RKUPH Tahun 

2022 Periode 2021 - 2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
berdasarkan Nomor : SK. 9891/MenLHK-PHPL/PUHP/HPL.1/12/2022 tanggal 14 Desember 
2022. 

c) PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I belum memilki laporan hasil identifikasi ABKT. 
b. Verifier 

3.1.2 
: Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi 

ABKT 
Bobot : 2 
NILAI : BAIK 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Pada rentang waktu audit 6 tahun terakhir terdapat realisasi penandaan batas kawasan 
lindung yang telah dilaksanakan oleh PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I s.d Juni 2025 
yaitu tercapai 307,91 km (73,98%) dari total rencana 417,20 km. 

b) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps, terkait penataan 
batas kawasan dilindungi, yaitu dijumpai : 
- Kawasan Lindung Bukit Karst yang berada dibagian selatan di bawah Blok RKTPH Tahun 

2023, yang penandaanya berupa plang/ sign board, patok kayu cat biru ukuran 10x10 
dan cat biru polet 2 (//) pada pohon; 

- KPPN yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2023, yang penandaanya berupa 
plang/ sign board, patok kayu cat biru ukuran 10x10 dan cat biru polet 2 (//) pada pohon; 

- Sempadan Sungai Sangik yang berada di dalam Blok RKTPH Tahun 2023, yang 
penandaanya berupa plang/ sign board, patok kayu cat biru ukuran 10x10 dan cat biru 
polet 2 (//) pada pohon; 
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- KPSL yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2024, yang penandaanya berupa 
plang/ sign board dan cat biru polet 2 (//) pada pohon; 

- Sempadan Sungai Hayak Pempang yang berada di dalam Blok RKTPH Tahun 2025, 
yang penandaanya berupa plang/ sign board, patok kayu cat biru ukuran 10x10 dan cat 
biru polet 2 (//) pada pohon; 

- Rawa yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2025, yang penandaanya berupa 
plang/ sign board dan patok cat biru ukuran 10x10. 

c. Verifier 
3.1.3 

: Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 
NILAI : BAIK 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di Peta RKUPH 
Tahun 2022 Periode Tahun 2021 – 2030 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2024, kondisi 
penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan lahan kering sekunder dan Hutan 
tanaman) yaitu 7.570,08 ha (92,15%) dari total luas kawasan lindung 8.215,00 ha. 
Kondisi penutupan lahan kawasan lindung PT Sumalindo Alam Lestari Unit I terdapat kondisi non 
hutan (pertanian lahan kering dan belukar) yaitu luas 461,98 hektar, namun demikian PT SAL I 
belum memiliki perencanaan penanaman rehabilitasi di areal kawasan lindung pada tutupan non 
hutan tersebut. 

d. Verifier 
3.1.4 

: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini 
menjadi Not Applicable) 

Bobot : 2 
NILAI : NOT APPLICABLE 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Berdasarkan dokumen ANDAL Tahun 2007, jenis tanah areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit I 
dalam klasifikasi Soil Taxonomy USDA (1999) memiliki 6 jenis tanah yaitu Typic eutropepts, Oxic 
dystropepts, Typic hapludults, Oxic hapludults, Typic kandiudults dan Entisols. Dengan demikian 
diverifikasi pada areal PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I tidak terdapat jenis tanah atau 
kawasan lindung berupa areal ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut 
dan verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). 

e. Verifier 
3.1.5 

: Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada kawasan lindung dengan kondisi sebagai 
berikut : 

- KL Bukit Karst dijumpai pondok masyarakat dan bekas pondik illegal logging; 

- KPPN dijumpai pondok masyarakat dan kebun masyarakat; 

- Sempadan Sungai Sangik dijumpai aktifitas illegal logging/ tumpukkan kayu. 

b. PT SAL I memiliki upaya penyelesaian terkait adanya gangguan/ aktifitas yang tidak sesuai 
ketentuan di kawasan lindung yaitu diantaranya : 

- PT SAL I telah melakukan sosialisasi kawasan lindung dan perlindungan & pengamanan 
hutan ke masyarakat 4 desa binaan (Kampung Tembudan, Kampung Kayu Indah, 
Kampung Capuak dan Kampung Dumaring), namun sosialisasi tersebut belum dilakukan 
secara periodik setiap tahun; 

- Sebagian telah mengidentifikasi dan memetakan kawasan lindung yang terganggu dan/ 
atau yang terdapat keterbukaan (tutupan lahan) yaitu pertanian lahan kering campuran 
dan belukar sesuai tumpang susun kawasan lindung dengan peta citra satelit tahun 2024. 
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f. Verifier 
3.1.6 

: Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang 
ada di dalam RKUPH 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: a) Pada periode audit diverifikasi implementasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah 
dilakukan pada seluruh kawasan lindung, namun beberapa kegiatan pengelolaan pada 
kawasan lindung belum optimal dilakukan oleh PT Sumalindo Alam Lestari Unit I; 

b) Selama periode 6 tahun terakhir (2020 s.d 2025) PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah 
membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Penyampaian Laporan Pelaksanaan RKL RPL 
periode 6 tahun terkahir (2020 s.d Juli 2025) ada sebagian yang belum sesuai dengan tata 
waktu pelaporannya yaitu periode semester 2 tahun 2020, semester 1 tahun 2022, semester 
1 & 2 tahun 2023, semester 2 tahun 2024. 

c) Selain itu Penyampaian laporan RKL & RKL oleh PT Sumalindo Alam Lestari Unit I via 
SIMPEL baru dilakukan pada periode semester 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.1 

: (17 / 21) x 100% = 80,95% (BAIK) 

 
 
2. Indikator 

3.2 
: Perlindungan dan pengamanan hutan 

 
a. Verifier 

3.2.1 
: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari 

perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman 
kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan 
dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH, 
yaitu sebagai berikut : 

No Jenis Gangguan 
Hutan 

Prosedur 

1.  Perambahan 
Kawasan 

SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. SOP-
004.EKO/SAL, terbitan : 1, Revisi : 1, tanggal dibuat : 13 Maret 
2023, tanggal berlaku : 13 Maret 2023.  

Prosedur telah mencantumkan PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 
tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan 
Produksi. Namun demikian prosedur belum mencantumkan 
referensi acuan dan teknis terkini sesuai regulasi yaitu : 

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Kehutanan. 

- PP No. 45 tahun 2004 jo. PP No. 60 tahun 2009 tentang 
Perlindungan Hutan. 

2.  Pemanenan atau 
penebangan tanpa 
izin 

3.  Perburuan flora dan 
fauna 

4.  Hama dan penyakit 
tanaman 

5.  Pencegahan dan 
pemadaman 
kebakaran 

SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan No. SOP-
005.EKO/SAL, terbitan : 1, revisi : 2, tanggal dibuat : 13 Maret 
2023, tanggal berlaku : 13 Maret 2023. 

Prosedur telah mencantumkan PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 
tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan 
Produksi. Namun demikian prosedur belum mencantumkan 
referensi acuan dan teknis terkini sesuai regulasi yaitu : 
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- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Kehutanan. 

- Surat Edaran Dirjen PHL Nomor : 
S.71/PHL/PUPH/PHL.03/3/2025 tanggal 26 Maret 2025 
perihal peringatan dini dalam mengantisipasi kebakaran 
hutan dan lahan tahun 2025. 

 
b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh prosedur yang dibuat belum 

mengacu kepada pedoman teknis baku dalam penyusunan SOP. 
b. Verifier 

3.2.2 
: Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang dimiliki 
oleh PT Sumalindo Alam Lestari Unit I, yaitu dirinci seperti tabel berikut: 

No. 
Jenis 

Gangguan 
Hutan 

Sarana Prasarana Jumlah Lokasi Ket 

1 
Perambahan 
Kawasan 

Plang/ Baliho himbauan 
dilarang membuka hutan di 
areal konsesi 

5 
Km 16, 
25, 35, 9, 
10 

Kondisi baik 

           

2 

Pemanenan 
atau 
penebangan 
tanpa izin/ 
Illegal 
Logging 

Plang/ Baliho himbauan 
dilarang menebang pohon 
di kawasan (ilegal logging) 

3 
Km 9, 16, 
18 

Kondisi 2 plang 
di km 16 dan km 
18 rusak 

           

3 

Pencegahan 
dan 
pemadaman 
kebakaran 

Plang/ Baliho himbauan 
mari kita cegah kebakaran 
hutan dan lahan 

7 
Km 16, 9, 
14, 17, 24, 
23, 25 

Plang tersebut 
baru dipasang 2 
titik, namun 
belum di pasang 
di kawasan 
lindung 

Sarpras Dalkarhutla 1 
Kamp. 
Tembudan 

Jumlah dan Jenis 
sudah lengkap 
dan sesuai yang 
dipersyaratkan 
PermenLHK No. 
P.32 tahun 2016, 
sebagaimana 
terlampir 

Pos Dalkarhutla 1 
Kamp. 
Tembudan 

Lokasi berada di 
luar areal 

Mobil Tanki Air 1 
Kamp. 
Tembudan 

 

Plang FDR 2 
Kantor PT 
SAL I, Km 
15 

 

Manara Api 3 
Petak 1 
zona 6, 
petak 24 

Bangunan 
menara sebagian 
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zona 12, 
petak 3 
zona 12 

kondisinya 
kurang baik 

Embung Air/ Water Point 8 

Petak 18, 
38, 25, 29 
zona 12; 
petak 6, 
33 zona 
11; petak 
34, 30 
zona 7 

 

      
4 Hama dan 

Penyakit 
Tanaman Herbisida 4  

Jenis yang 
digunakan yaitu 
Glyphosat, Kon 
Up 480 SL, 
Terad’or, Amofos 

Insektisida 2  

Jenis yang 
digunakan yaitu 
Stragate 600 SC, 
CBA Stick 

Fungisida - - 
Tidak 
Menggunakan 
fungisida 

Pupuk 3  
Jenis yang 
digunakan yaitu 
TSP, MOP, ZA 

           
5 Perburuan 

Flora dan 
Fauna 

Pos Security 2 
Kator PT 
SAL I, Km 
16 

Kondisi pos 
security di km 16 
kondisi kurang 
terawat dan tidak 
ada personil 
ditugaskan 
berjaga di pos 
tersebut 

Plang/ baliho himbauan 
dilarang melakukan 
aktifitas perburuan satwa 
liar 

4 
Km 35, 
16, 9, 20 

Kondisi baik 

 

Plang/ Baliho himbauan 
dilarang 
merusak/menebang 
pohon, berburu satwa 
dilindungi, menyetrum ikan 
dan membuat perapian di 
kawasan lindung ini 

2 

SS 
Sangik, 
SS Hayak 
Pempang, 
SS 
Danum 
Patai 

Kondisi baik 

  
Plang/ baliho himbauan 
dilarang berburu satwa liar 

3 
Km 13, 
16, 17 

1 plang di km 16 
kondisi rusak 
(dirusak oleh 
pihak luar) 
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b) Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana yang terinci 
pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana perlindungan dan 
pengamanan hutan dalam kondisi berfungsi dengan baik. 

c. Verifier 
3.2.3 

: Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 
NILAI : BURUK 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit 
I saat ini, terdiri dari : 
 

No. 
Unit Kerja 

Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan 

Kewajiban 
Jumlah 
Personil 
(terkini) 

Personel 
Certified 

1. Regu Pemadam Kebakaran 2 regu (30 
personil) 

2 regu (30 
personil) 

2 

2. Security 5 7 6 
 
b) Jumlah personel dari setiap unit kerja dinilai proporsional berdasarkan intensitas kejadian 

perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya. 
c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan 

pengamanan hutan), dinilai kurang. 
d) PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah memiliki MoU atau kesepakatan Masyarakat Peduli Api 

(MPA) dengan 4 Desa/ Kampung Binaan dari kewajiban 5 Desa yaitu Kampung Kayu Indah, 
Kampung Tembudan, Kampung Capuak dan Kampung Dumaring. 

e) PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I sebagian telah memanfaatkan teknologi dalam 
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti melakukan pemantauan hotspot secara 
berkala setiap bulan dengan memanfaatkan data dari website SiPongi. Sedangkan untuk 
memanfaatkan teknologi lainnya dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti 
penggunaan drone dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan belum dilakukan. 

d. Verifier 
3.2.4 

: Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang 
terkait dengan : 
- tindakan preemtif, dinilai telah sepenuhnya sesuai sosialisasi secara langsung kepada 

masyarakat 4 desa binaan yaitu Kampung Tembudan, Kampung Kayu Indah, Kampung 
Capuak dan Kampung Dumaring terkait kawasan lindung dan perlindungan & 
pengamanan hutan, yang tertuang dalam BAP Padiatapa (namun sosialisasi tersebut 
belum dilakukan secara periodik setiap tahun). 

- tindakan preventif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa 
1) Penempatan pos security di 2 lokasi yaitu di kantor PT SAL I dan km 16, namun kondisi 
pos security di km 16 kurang baik dan tidak ada petugas yang berjaga; 2) Penyediaan 
anggota satpam/security sebanyak 7 personil (Kewajiban 5 personil), 5 personil security 
telah memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan; 3) Penyediaan 2 regu inti dalkarhutla dengan 
total personil 30 orang (kewajiban jumlah personil dalam regu inti sesuai PermenLHK 
Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 yaitu 2 regu inti berjumlah 30 personil), 
namun baru 2 personil regu inti yang memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan (kurang 28 
personil); 4) memiliki kesepakatan/MoU MPA dengan 4 Desa binaan yaitu Kampung 
Tembudan, Kampung Kayu Indah, Kampung Capuak dan Kampung Dumaring (kurang 1 
MPA dengan Kampung Tunggal Bumi); 5) Patroli dilakukan oleh Team security setiap 1 
minggu dan patroli terpadu gabungan dengan Kepolisian Sub Sektor Batu Putih 3 bulan 
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sekali di Areal PT SAL I; 6) Monitoring hotspot dengan satelit SiPongi periode Januari 
2021 s.d Juni 2025 tertuang dalam laporan bulanan monitoring hotspot (tahun 2020 belum 
dilaporkan); 7) Penyediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan (jenis dan jumlah 
lengkap dan telah sesuai dengan PermenLHK Nomor: 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016); 8) memiliki Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran 
Tahun 2025 untuk mempermudah identifikasi areal rawan kebakaran; 9) memiliki Plang 
FDR di Kantor PT SAL I dan Km 15, namun pelaporannya baru tersedia pada bulan Juni 
2024 s.d Juni 2025; 10) memiliki embung air/ water point sebagai sumber air saat terjadi 
kebakaran yaitu di 8 titik/ lokasi diantaranya di lokasi Petak 18, 38, 25, 29 zona 12; petak 
6, 33 zona 11; petak 34, 30 zona 7; 11) memasang plang-plang himbauan dilarang 
membuka hutan di areal konsesi, dilarang menebang pohon di kawasan (ilegal logging), 
dilarang melakukan aktifitas perburuan satwa liar; 12) memasang plang himbauan mari 
kita cegah kebakaran hutan dan lahan yang dipasang dibeberapa titik, namun belum di 
pasang di kawasan lindung. 

- tindakan represif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa 
1) penangkapan pelaku pembakaran dan penebangan kayu oleh pihak Polres Berau, 
sesuai BA Patroli Pengamanan Areal Nomor : 01/BA-PPA/PT SAL I/SEC/I/2025 tanggal 
10 Januari 2025; 2) penangkapan pelaku illegal logging oleh pihak Kepolisian Sub Sektor 
Batu Putih, sesuai BA Acara Temuan Lapangan Nomor : 017/BA-TL/PT SAL 
I/SEC/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022; 3) penangkapan pelaku illegal oleh pihak 
Kepolisian Talisayan, sesuai BA Acara Patroli Pengamanan Areal Nomor : 019/BA-
PPA/PT SAL I/SEC/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022. 

b) Sebagain dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir a) yang tercatat atau terdokumentasi. 
c) PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah mengimplementasikan sebagian kegiatan perlindungan 

hutan melalui metode preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan perlindungan hutan yang 
belum optimal diantaranya : 

1. Sosialisasi secara langsung kepada karyawan terkait kawasan lindung dan perlindungan 
& pengamanan hutan; 

2. Kualifikasi personil perlindungan hutan masih kurang (brigade dalkarhutla); 

3. Belum membuat kesepakatan/MoU Masyarakat Peduli Api dengan masyarakat 
Kampung Tunggal Bumi. 

4. Kegiatan represif terkait pembakaran lahan di km 16 belum dilaporkan ke instansi terkait. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.2 

: (9 / 15) x 100% = 60,00% (SEDANG) 

 
 
3. Indikator 

3.3 
: Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat 

pemanfaatan hutan 
 

a. Verifier 
3.3.1 

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah memilki SOP pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan 
hutannya, meliputi : 
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No Jenis Pengelolaan dan/ 
atau Pemantauan Fisik 

Kimia serta Pengelolaan 
Limbah B3 

Prosedur 

A. Komponen Fisik Kimia 

1.  Iklim mikro SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan, 
No. SOP-012.EKO/SAL, terbitan : 1, revisi : 2, tanggal 
dibuat : 13 Maret 2023, tanggal berlaku : 13 Maret 2023. 
Acuan/referensi yang tercantum dalam SOP belum 
tepat, belum mengacu terkait pengukuran curah hujan 

SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, No. 
SOP-005.EKO/SAL, terbitan : 1, revisi : 2, tanggal 
dibuat : 13 Mei 2023, tanggal berlaku : 13 Mei 2023. 

2.  Peningkatan debit puncak 
aliran permukaan 

SOP Pengukuran Debit dan Kualitas Air, No. SOP-
014.EKO/SAL, terbitan : 1, revisi : 2, tanggal dibuat : 13 
Maret 2023, tanggal berlaku : 13 Maret 2023. 
Kekurangan dalam SOP yaitu : 
- belum mencantumkan acuan/referensi/baku mutu 

besaran debit air sungai. 
- belum merujuk/mencantumkan baku mutu kualitas air 

yang terbaru (PP No. 22 tahun 2021). 
- belum menjelaskan lokasi pengambilan sampel air 

sungai dan periode pengambilan sampel. 
- parameter untuk pengujian sampel air sungai masih 

kurang seperti TDS. 

3.  Perubahan Kualitas Air 

4.  Laju erosi 
 

SOP Pengamatan Erosi, No. SOP-013.EKO/SAL, 
terbitan : 1, revisi : 2, tanggal dibuat : 13 Maret 2023, 
tanggal berlaku : 13 Maret 2023. 
SOP belum mencantumkan acuan/referensi/merujuk 
baku mutu erosi (penentuan erosi tingkat ringan / 
sedang / berat) 

B. Pengelolaan Limbah B3 

1.  Pengelolaan limbah B3 SOP Pengelolaan Limbah B3, No. SOP-011.EKO/SAL, 
terbitan : 1, revisi : 2, tanggal dibuat : 13 Maret 2023, 
tanggal berlaku : 13 Maret 2023. 
- SOP belum mencantumkan/merujuk peraturan 

terkait (PP No. 22 Tahun 2021). 
- SOP belum menjelaskan masa penyimpanan LB3. 
SOP Pengelolaan Limbah Bengkel, No. SOP-
010.EKO/SAL, terbitan : 1, revisi : 2, tanggal dibuat : 13 
Maret 2023, tanggal berlaku : 13 Maret 2023. 
SOP belum mencantumkan/merujuk peraturan terkait 
(PP No. 22 Tahun 2021 

2.  Pengelolaan limbah domestik SOP Pengelolaan Sampah, No. SOP-009.EKO/SAL, 
terbitan : 1, revisi : 2, tanggal dibuat : 13 Maret 2023, 
tanggal berlaku : 13 Maret 2023. 
SOP belum mencantumkan/merujuk PermenLHK No. 
014 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada 
Bank Sampah 
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b) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ; 
- telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam RKUPH Tahun 2022 

Periode 2021 - 2030. 
- telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3 
- Sebagian prosedur masih ada yang belum sesuai dengan acuan teknis baku penyusunan 

SOP. 
b. Verifier 

3.3.2 
: Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen 

fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Keberadaan sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampat fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan B3 yang dimiliki PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I meliputi : 

No Uraian 

Sarana 
Prasarana 

Pengelolaan 
dan 

Pemantauan 

Jumlah Lokasi Keterangan 

A. Komponen Fisik dan Kimia 

1. Iklim Mikro Pengukuran 
Curah Hujan 
(Ombrometer) 

2 - Kantor PT 
SAL I 

- Petak 02 
Zona 12 

Kondisi Baik 

Suhu dan 
Kelembaban 
udara 
(hygrometer) 

1 Pos 
Damkarhutla 

Kondisi Baik 

Udara Ambien 1 Depan Office Bekerjasama dengan 
Laboratorium 
Lingkungan PT Global 
Environment 
Laboratory dan telah 
terakreditasi KAN, 
terdiri dari 4 parameter 

Uji Kebisingan 1 Depan Office Bekerjasama dengan 
Laboratorium 
Lingkungan PT Global 
Environment 
Laboratory dan telah 
terakreditasi KAN 

2. Peningkatan 
debit puncak 
aliran 
permukaan 

Debit Air 
Sungai 

 - 2020 : S. 
Kakarau 

- 2021 : S. 
Hayak 
Pempang 

- 2022 : - 
- 2023 : - 
- 2024 : 

Hayak 
Pempang & 
S. Sangik 

Pengukuran debit air 
dengan menggunakan 
botol yang berisi air dan 
data pengukuran 
dilakukan 1x dalam 6 
bulan 

Tinggi Muka 
Air Sungai 

Pengukuran TMA 
dengan menggunakan 
stik ukur dan data 
pengukuran dilakukan 
1x dalam 6 bulan  
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Kualitas Tanah 10 Petak 27, 26, 
28, 21, 20, 19 
Zone 16; 
petak 11, 24 
Zona 12; 
petak 29, 30 
zona 16 

Bekerjasama dengan 
Laboratorium Tanah 
Fakultas Pertanian 
Universitas 
Mulawarman dan telah 
terakreditasi KAN, 
terdiri dari 21 parameter 

3. Laju Erosi Bak Erosi 2 - Petak 01 
Zona 12 
RKTPH 
Tahun 2023 

- Petak 04 
Zona 12 
RKTPH 
Tahun 2024 

Pengukuran laju erosi 
dengan metode bak 
erosi dengan ukuran 
bak 22,1 x 4 meter (P x 
L). 

4. Perubahan 
Kualitas Air 

Uji Kualitas Air 
Permukaan 

6 - S. Batu 
Putih 

- S. 
Sunggalit 

- S. 
Tembudan 

- S. Manting 
- S. Tehem 
- S. 

Dumaring 

Tahun 2024 
Bekerjasama dengan 
Sucofindo dan telah 
terakreditasi KAN, 
terdiri dari 2 parameter 
fisika (TDS, TSS), 3 
parameter kimia (pH, 
BOD, COD). 

 
Tahun 2025 
Bekerjasama dengan 
Laboratorium 
Lingkungan PT Global 
Environment 
Laboratory dan telah 
terakreditasi KAN, 
terdiri dari 4 parameter 
fisika, 29 parameter 
kimia Anorganik, 3 
parameter kimia 
organik, 2 parameter 
mikrobiologi. 

5. Persemaian Bibit Tanaman 
Pokok dan 

Bibit anakan 
alam 

1 Kantor PT 
SAL I  

Luas persemaian 1,2 
ha, dengan jenis bibit 
tanaman pokok 
ekaliptus dan gmelina, 
sedangkan jenis bibit 
anakan alam yaitu 
meranti, durian, jengkol, 
kapur, rambutan. 

B. Pengelolaan Limbah B3 

1. TPS Limbah 
B3 

Bangunan TPS 
Limbah B3 

1 Kamp. 
Tembudan 

- Bangunan TPS 
Limbah B3 : Sudah 
dicor semen (kedap 
air), dan telah 
dilengkapi dengan 
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oil trap, namun 
belum dilengkapi 
tempat eye wash 

- Izin TPS Limbah 
B3 : Tidak Ada 
PT SAL I telah 
mendapatkan 
Rincian Teknis 
Penyimpanan 
Limbah B3 dari 
Dinas Lingkungan 
Hidup dan 
Kebersihan Kab. 
Berau sesuai surat 
Nomor : 
660.23C/408/DLHK-
II/2023 tanggal 10 
Juli 2023. 

- MoU Pengangkutan 
limbah dengan pihak 
ke-3 : Tidak Ada 

Rumah Genset 1 Kantor PT 
SAL I 

Bangunan dengan 
lantai kayu, belum dicor 
semen (kedap air), dan 
telah dilengkapi oil trap. 

Workshop 1 Kamp. 
Tembudan 

Bangunan dengan 
lantai cor semen, 
namun belum 
dilengkapi oil trap. 

2. TPS Sampah 
Organik dan 
An Organik 

Pemisahan 
sampah 
organik dan 
anorganik 

2 Kantor PT 
SAL I 

TPS dibuat 1 jenis 
berupa Bak/ Tong 
sampah. Belum dibuat 
2 bak/ tong sampah 
yang dipisahkan 
berdasarkan jenis 
sampah organik dan an 
organik. 

3. TPA Sampah 
Organik dan 
An Organik 

Pemisahan 
sampah 
organik dan 
anorganik 

- - Tidak Ada 

 
b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat tersebut, dinilai : 

- sebagian sesuai yang diprasyaratkan; 
- telah memiliki personil SDM yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai GANISPH Binhut 

dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 
yaitu 1 personil yaitu atas nama Abdul Rohman dengan No. Register : 03230003496; 

- belum memiliki personil SDM yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai Penanggung 
Jawab/Operator Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 
di lapangan. 

c. Verifier 
3.3.3 

: Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 
termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan 
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Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT Sumalindo Alam Lestari Unit I, namun 
demikian tidak mengurangi dampak lingkungan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.3 

 (8 / 12) x 100% = 66,67% (SEDANG) 

 
 
4. Indikator 

3.4 
: Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang 

(rare), terancam punah (threatened) dan endemik 
 

a. Verifier 
3.4.1 

: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi 
flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal 
PBPH sesuai dokumen : 
a. SOP Identifikasi Flora Dilindungi, No. SOP-015.EKO/SAL, terbitan : 1, revisi 2, tanggal dibuat : 

13 Maret 2023, tanggal berlaku : 13 Maret 2023. 
b. SOP Identifikasi Fauna Dilindungi, No. SOP-016.EKO/SAL, terbitan : 1, revisi 2, tanggal 

dibuat : 13 Maret 2023, tanggal berlaku : 13 Maret 2023. 
Prosedur identifikasi flora dan fauna belum mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini 
sesuai regulasi. 

b. Verifier 
3.4.2 

: Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal PBPH belum 
dilakukan seluruhnya sesuai dengan prosedur. 

c. Verifier 
3.4.3 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna yang 
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Sumalindo 
Alam Lestari Unit I, dilengkapi peta kerjanya. Namun demikian ketersediaan data hasil identifikasi 
flora dan fauna yang dilindungi oleh PT Sumalindo Alam Lestari Unit I belum sepenuhnya sesuai 
prosedur dan status perlindungan pada hasil identifikasi sebagian belum sesuai dengan status 
perlindungannya serta tidak didukung dengan rekaman yang memadai (foto/ video). 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.4 

 (10 / 15) x 100% = 66,67% (SEDANG) 

 
 
5. Indikator 

3.5 
: Pengelolaan flora dan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 
rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka 
dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 
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a. Verifier 

3.5.1 
: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik di areal PBPH sesuai dokumen 
a. SOP Pengelolaan Flora Dilindungi, No. SOP-017.EKO/SAL, terbitan : 1, revisi 2, tanggal 

dibuat : 13 Maret 2023, tanggal berlaku : 13 Maret 2023. 
b. SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi, No. SOP-018.EKO/SAL, terbitan : 1, revisi 2, tanggal 

dibuat : 13 Maret 2023, tanggal berlaku : 13 Maret 2023. 
Prosedur pengelolaan flora dan fauna belum mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini 
sesuai regulasi. 

b. Verifier 
3.5.2 

: Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I melaksanakan kegiatan pengelolan flora dan fauna, 
namun belum seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya. 

b) Tersedia tetapi tidak lengkap dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan 
pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik di areal PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I, dan dilengkapi peta kerjanya. 

c) Selain itu dalam hal pengelolaan fauna PT Sumalindo Alam Lestari Unit I belum sepenuhnya 
mengacu pada ketentuan : 
1. Belum ada pembentukan tim monitoring satwa liar/mitigasi konflik satwa dan manusia 
2. Belum diadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM terkait perlindungan satwa 

liar 
c. Verifier 

3.5.3 
: Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan 

habitatnya di areal PBPH 
Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit 
I dapat diketahui dengan ketersediaan alokasi areal sebagai habitat, lintasan, gangguan dari 
pihak luar seperti perburuan satwa, illegal logging, perambahan kawasan hutan, 
penambangan emas secara illegal dll. 

b) Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT Sumalindo Alam Lestari Unit 
I telah memiliki upaya dalam hal beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 
- Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung sesuai dengan Blok RKT berjalan; 
- Mengalokasikan kawasan lindung dengan total luas 8.215,00 Hektar, terdiri dari 1) 

Sempadan Sungai luas 1.298,00 Hektar; 2) KPSL luas 321,00 Hektar; 3) KPPN luas 
1.813,00 Hektar; 4) Cagar Budaya Batu Langkup luas 152 Hektar; 5) Goa luas 130,00 
Hektar; 6) Kawasan Lindung Bukit Karst luas 1.712,00 Hektar; 7) Kawasan Lindung 
Resapan Air luas 2.205,00 Hektar; 8) Mata Air luas 210 Hektar dan 9) Rawa luas 374,00 
Hektar sebagai tempat flora dan fauna/ satwa dilindungi; 

- Pemasangan papan-papan himbauan seperti dilarang membuka hutan di areal konsesi, 
dilarang menebang pohon di kawasan (ilegal logging), dilarang melakukan aktifitas 
perburuan satwa liar. 

c) Berdasarkan verifier 3.1.5 terdapat gangguan pada kawasan lindung yaitu a) KL Bukit Karst 
terdapat terdapat aktifitas pondok masyarakat dan bekas pondok illegal logging; b) KPPN 
Terdapat aktifitas pondok masyarakat dan Kebun masyarakat; c) Sempadan Sungai Sangik 
terdapat aktifitas illegal logging/ tumpukkan kayu dari sempadan sungai sangik. 
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d) Selanjutnya berdasarkan informasi dari auditor sosial sesuai hasil wawancara dengan 
beberapa masyarakat, diperoleh informasi bahwa masyarakat masih banyak memanfaatakan 
lahan di areal PT SAL I berupa kebun sawit, ladang, pemukiman. Berdasarkan data 
rekapitulasi klaim lahan di areal PT SAL I yaitu seluas 2.453 ha. 

e) Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna yang dilindungi di dalam 
areal PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I, dikarenakan masih adanya klaim lahan dan 
illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.5 

 (10 / 15) x 100% = 66,67% (SEDANG) 

 
 

D. Aspek SOSIAL 
 

1. Indikator 4.1 : Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi 
dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh 
masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. 

a. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk 
penandaan batas secara partisipatif. 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I I memiliki prosedur identifikasi 
keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif 
tertuang dalam : 
1. SOP Pelaksanaan Studi Dasar Sosial Nomor : SOP-002.SOS/SAL tanggal 

berlaku 13 Maret 2023 

2. SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Nomor : SOP-009.SOS/SAL 
tanggal berlaku 13 Maret 2023 

3. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor : SOP-010.SOS/SAL 
tanggal berlaku 13 Maret 2023 

4. SOP Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat Nomor : SOP-
005.SOS/SAL tanggal berlaku 13 Maret 2023 

5. SOP Tata Batas Partisipatif Nomor : SOP-004.SOS/SAL tanggal berlaku 
13 Maret 2023 

Seluruh prosedur telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup 
tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur kerja, 
dokumentasi. 
 
Hasil telaahan terhadap prosedur tersebut,  Prosedur yang ada belum mengacu 
pada pedoman teknis dan peraturan yang terbaru seperti PermeLHK P.9 Tahun 
2021, SK. PermenLHK Nomor 285 Tahun 2024 dan peraturan lainnya. 
 
PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki Prosedur kegiatan identifikasi 
keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat 
setempat dan deliniasi penandaan batas wilayah masyarakat hukum 
adat/setempat, namun belum mengacu kepada pedoman teknis dan/atau 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 

b. Verifier 4.1.2 : Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
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Bobot : 1 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki rekaman hasil pelaksanaan 
identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat tertuang dalam : 
1. Peta Administrasi dan sebaran desa di sekitar PT Sumalindo Alam Lestari 

Unit I skala 1 : 150.000, pada peta tersebut terdapat informasi desa-desa 
sekitar areal PT SAL I meliputi : desa/kampung Tembudan, Capuak, Kayu 
Indah dan Dumaring. 

2. Peta Keluasan Ulayat PT Sumalindo Alam Lestari Unit I skala 1 : 100.000, 
di areal PT SAL I terdapat 11 ulayat dan sudah di deliniasi luasan masing-
masing ulayat. 

3. Peta Wisata Alam/Situs di areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit I skala 1 : 
60.000, terdapat informasi wisata alam dan situs di areal PT Sumalindo 
Alam Lestari Unit I 

4. Laporan Identifikasi Pemanfaatan SDA/SDH Masyarakat Desa Hutan Di 
Areal IUPHHK HTI PT Sumalindo Alam Lestari Unit I (Tahun 2021), 

5. Laporan identifikasi masyarakat desa hutan dan Pemanfaatan sumberdaya 
hutan 2024 

6. Laporan identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat 
setempat di sekitar areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit I (Tahun 2021) 

 
Hasil Observasi lapangan : 

1. Lokasi Goa Sembuyan di areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit I 
dengan koordinat  N = 1⁰ 24’ 53,8” dan E = 118⁰ 19’ 21,4” 

2. Sawit masyarakat Kampung Kayu Indah di areal PT Sumalindo Alam 
Lestari Unit I dengan koordinat  N = 1⁰ 25’ 25,5” dan E = 118⁰ 18’ 30,7” 

3. Ladang Thamrin di areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit I dengan 
koordinat  N = 1⁰ 24’ 22,8” dan E = 118⁰ 16’ 05,2” 

4. Kebun Sawit an. Kasi dari Batuputih di areal PT Sumalindo Alam Lestari 
Unit I dengan koordinat  N = 1⁰ 24’ 22,2” dan E = 118⁰ 16’ 05,6” 

 
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi publik 
tanggal 22 Juli 2025 dan wawancara secara langsung dengan Sekretaris 
Kampung Tembudan (Bpk. Yayan), Kakam Capuak (Bpk Suwandi), Kepala Adat 
Dumaring (Bpk. M. Asri) dan Kakam Tunggal Bumi (Bpk. M. Arsalan), serta 
observasi lapangan diperoleh informasi bahwa masyarakat banyak yang 
memanfaatkan lahan di areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit I berupa Kebun 
Sawit, Ladang, Pemukiman dan terdapat Situs berupa Goa/kuburan, PT 
Sumalindo Alam Lestari Unit I telah melakukan identifikasi dan penandaan 
dilapangan lokasi tersebut. 
 
PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki dokumen yang berisi data dan 
informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan sesuai dengan 
prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku. 
 

c. Verifier 4.1.3 : Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal 
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah melakukan deliniasi batas areal 
kerja tercantum dalam : 

1) Peta Administrasi dan sebaran desa di sekitar PT Sumalindo Alam Lestari 
Unit I skala 1 : 150.000, pada peta tersebut terdapat informasi desa-desa 
sekitar areal PT SAL I meliputi : desa/kampung Tembudan, Capuak, Kayu 
Indah dan Dumaring. 

2) Peta Batas Partisipatif Ulayat skala 1 : 150.000, dalam areal PT SAL I 
terdapat 11 wilayah ulayat, 3 ulayat sudah dilakukan penataan batas 
secara partisipatif sedangkan yang 8 ulayat belum dilaksanakan penataan 
batas. 

 
Hasil Observasi lapangan : 

a) Batas Ulayat Medang Penguyut dan Medang Layutan (berupa plang 
nama Pal Batas dari kayu Ulin) di areal PT Sumalindo Alam Lestari 
Unit I dengan koordinat  N = 1⁰ 21’ 43,6” dan E = 118⁰ 12’ 42,1” 

b) Batas Ulayat Daliun dan Medang Layutan (disekitar KM 16 batas 
berupa jalan poros) dengan koordinat  N = 1⁰ 24’ 26,89” dan E = 118⁰ 
15’ 10,25” 

PT SAL I telah melakukan deliniasi batas Ulayat yang ada di arealnya di peta dan 
sebagian di lapangan, sedangkan penataan batas secara partisipatif dilapangan 
terkait aktifitas masyarakat sekitarnya seperti : batas kebun sawit, batas 
pemukinan dan lainnya  belum dilakukan penataan secara partisipatif.  

Nilai Kinerja 
Indikator 4.1 

: ( 9/12 ) x 100 % = 75,00 % (SEDANG) 

 
 
2. Indikator 4.2 : Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik 

yang sistematis dan terukur 
a. Verifier 4.2.1 : Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Sumalindo Alam Lestari Unit I  
memiliki  dokumen terkait pemetaan konflik  yang tertuang dalam : 

1. Peta spasial skala 1 : 100.000 tentang analisis status PBPH PT Sumalindo 
Alam Lestari Unit I Tahun 2024 

2. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I & 2 Tahun 
2023 (sesuai PermenLHK P.8 Tahun 2021), dimana prosentase rat-rata 
berada pada range 43 % (< 52 %) yakni Terkendali  dan status konflik 
kategori “Rendah/Terkendali” (dilaporkan kepada KPHP Berau Pantai, 
sedang ke Dinas & BPHL XIII belum) 

3. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I & 2 Tahun 
2024 (sesuai PermenLHK P.8 Tahun 2021), dimana prosentase rata-rata 
berada pada range 49 % (< 52 %) yakni Terkendali  dan status konflik 
kategori “Rendah/Terkendali” (dilaporkan kepada KPHP Berau Pantai, 
sedang ke Dinas & BPHL XIII belum) 

4. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I Tahun 2025 
(sesuai PermenLHK P.8 Tahun 2021), dimana prosentase rata-rata berada 
pada range 49 % (< 52 %) yakni Terkendali  dan status konflik kategori 
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“Rendah/Terkendali” (dilaporkan kepada KPHP Berau Pantai, sedang ke 
Dinas & BPHL XIII belum) 

5. Tidak tersedia Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 
2020, 2021 dan 2022  

6. Rekapitulasi Klaim lahan di areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit I 
dilengkapi dengan peta klaim, sampai semester I tahun 2025, ada 54 
klaimer dengan luasan 2.453 ha. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, selama periode Resertifikasi PT 
SAL I   memiliki Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, namun tidak 
lengkap dan tidak dibuat sesuai tata waktunya, telah dilaporkan pada KPHP 
Berau Pantai, namun belum disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi 
dan BPHL XIII. 

b. Verifier 4.2.2 : Tersedia Mekanisme resolusi konflik 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki prosedur/mekanisme resolusi 
konflik tertuang dalam : 

1) SOP Pemetaan Konflik Sosial (Nomor : SOP-006.SOS/SAL) tanggal 
berlaku 13 Maret 2023 

2) SOP Penyelesaian Konflik (Nomor : SOP-008.SOS/SAL) tanggal berlaku 
13 Maret 2023 

3) SOP Pelaksanaan FPIC (Nomor : SOP-018.SOS/SAL) tanggal berlaku 13 
Maret 2023 

SOP dibuat SHE, diperiksa oleh Site Manager, disetujui oleh General 
Manager 

4) Tidak tersedia BA Sosialisasi SOP Resolusi Konflik Masyarakat sekitar 

Prosedur tersebut telah memiliki sistimatika mencakup tujuan, ruang lingkup, 
referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur kerja dan dokumentasitasi. 

Hasil telaahan terhadap prosedur Penyelesaian Konflik yang ada telah mengacu 
pada  PermenLHK No. P.8 Tahun 2021 Lampiran V, namun belum 
disosialisasikan dan belum disepakati para pihak. 

PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki SOP Mekanisme Penyelesaian 
Konlfik dengan Masyarakat, telah mengakomodir peraturan yang berlaku, 
namun belum disepakati oleh para pihak. 

c. Verifier 4.2.3 : Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik PT Sumalindo Alam Lestari Unit I 
(yang terakhir), yang ditandatangani oleh Site Manager pada tanggal 5 
Februari 2025, di tingkat Camp penyelesaian konflik dibawah Site Manager 
dibantu 5 petugas lainnya 

b) Diagram Alur Penanganan Konflik PT Sumalindo Alam Lestari Unit I, dibuat 
tanggal 5 Februari 2025 

c) Rencana Kerja Penyelesaian Konflik PT Sumalindo Alam Lestari Unit I 
sebagai berikut : 
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- Tahun 2020 – 2021 sebesar Rp. 15.200.000,- (ada 16 kegiatan) 
- Tahun 2022 sebesar Rp. 26.700.000,- (ada 14 kegiatan) 
- Tahun 2023 sebesar Rp. 22.700.000,- (ada 15 kegiatan) 
- Tahun 2024 sebesar Rp. 23.700.000,- (ada 15 kegiatan) 
- Tahun 2025 sebesar Rp. 23.700.000,- (ada 15 kegiatan) 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi publik 
tanggal 22 Juli 2025 dan wawancara secara langsung dengan Sekretaris 
Kampung Tembudan (Bpk. Yayan), Kakam Capuak (Bpk Suwandi), Kepala Adat 
Dumaring (Bpk. M. Asri) dan Kakam Tunggal Bumi (Bpk. M. Arsalan), diperoleh 
informasi  di areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit I  terdapat pemanfaatan lahan 
oleh oknum berasal dari luar daerah dan PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah 
melakukan identifikasi dan menindaklanjuti dengan membuat laporan yang 
kepada KPHP Berau Pantai maupun Polres Berau.  

PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah memiliki lembaga penanganan 
resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran 
masing- masing pihak, namun belum didukung pendanaan sesuai kebutuhan 
yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik. 

d. Verifier 4.2.4 : Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2023 
– 2025, Status konflik dalam areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki 
score 43% -49 % (kategori Aman/Terkendali). 
 

b) PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah menyusun Rencana Kegiatan dan 
Anggaran Penangganan Konflik setiap tahun sebagai berikut : 

 Tahun 2020 – 2021 sebesar Rp. 15.200.000,- (ada 16 kegiatan) 
 Tahun 2022  tidak ada anggaran penyelesaian konflik 
 Anggaran biaya untuk tahun 2023 penyelesaian konflik sebanyak 15 

kegiatan sebesar Rp. 22.700.000,- 
 Anggaran biaya untuk tahun 2024 penyelesaian koflik sebanyak 16 

kegiatan sebesar Rp. 23.700.000,- 
 Anggaran biaya untuk tahun 2024 penyelesaian koflik sebanyak 16 

kegiatan sebesar Rp. 23.700.000,- 

PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki rencana resolusi konflik, berdasarkan 
hasil identifikasi konflik status konflik di areal PT SAL I berada pada kondisi Aman 
(antar 43% - 49 %). 

PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah menyiapkan anggaran penanganan 
konflik untuk : Kegiatan Patroli areal kerja, Pembuatan Plang Peringatan, 
Pencegahan Kebakaran hutan/ perlengkapan dan Penyuluhan/Pembinaan, akan 
tetapi dalam penyusunannya belum dilengkapi dengan target/sasaran yang 
akan diselesaikan. 

e. Verifier 4.2.5 : Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 
Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Sumalindo Alam Lestari Unit I bukti 
penangan konflik di arealnya berupa :  

a) Dokumen proses penyelesaian konflik yang terjadi selama tahun 2021 
– 2022 
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b) Kronologi jual beli lahan di areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit SAL I 
No. Dokumen : 01/KJBL/PT SAL I/SEC/IX/2022 tanggal 23 September 
2022 

c) Laporan Perambahan dan Pengrusakan hutan kepada Polres Berau 
(tahun 2022) dan KPHP Berau Pantai (dilengkapi bukti tanda terima) 

d) Laporan identifikasi dan verifikasi areal klaim dalam areal PT SAL I, 
tahun 2024 (mencakup beberapa laporan pengaduan kepolisian untuk 
beberapa kasus perambahan) 

e) Rencana dan realisasi penyelesaian konflik tahun 2023 mencapai 60 % 
dan Tahun 2024 mencapai 62,4 % 

 
Hasil wawancara dengan bagian Kelola Sosial dan wakil masyarakat,  pada 
periode  Resertifikasi di areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit I  terdapat 
kasus/konflik klaim lahan dan jual beli lahan areal PT Sumalindo Alam Lestari 
Unit I dan PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah membuat beberapa kronologi 
kasus tersebut, namun PT Sumalindo Alam Lestari Unit I belum membuat 
laporan secara periodik yang disampaiaknkan kepada Instansi terkait. 
Berdasarkan dokumen rencana dan realisasi penyelesaian konflik di PT 
Sumalindo Alam Lestari Unit I tahun 2023 mencapai 60 % dan tahun 2024 
mencpai 62,4 %, rata-rata mencapai 61,2 % ( 51% - 79 %). 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.2 

: ( 14 / 21 ) x 100 %  = 66,67 % (SEDANG) 

 
 
3. Indikator 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil 

antar para pihak 
a. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan 
SDH oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I meliputi : 
a) Laporan hasil survei identifikasi masyarakat di sekitar areal PBPH PT 

Sumalindo Alam Lestari Unit I  
b) Rekap data hasil hutan non kayu tahun 2022-2023 yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat sekitar seperti madu,langsat, rotan dan durian 
c) Peta Batas Partisipatif Ulayat skala 1 : 150.000, dalam areal PT Sumalindo 

Alam Lestari Unit I terdapat 11 wilayah ulayat, 3 ulayat sudah dilakukan 
penataan batas secara partisipatif sedangkan yang 8 ulayat belum 
dilaksanakan penataan batas 

d) Kesepakatan Bersama antara PT Sumalindo Alam Lestari Unit I dengan 
Ulayat Medang Layutan No.001/SAL/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang 
Kompensasi terhadap lahan Ulayat Medang Layutan memuat dukungan 
operasional PT Sumalindo Alam Lestari Unit I 

e) Laporan Analisa Dampak Sosial Masyarakat Desa Hutan PT Sumalindo 
Alam Lestari Unit I Tahun 2020 & 2021 (belum update), terdapat informasi 
dampak kegiatan PT Sumalindo Alam Lestari Unit I yang positif maupun 
yang negatif namun tidak lengkap (tidak dilengkapi dengan jumlah orang 
yang terdampak dan di kampung mana) 
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f) Belum tersedia Laporan analisa dampak sosial dan identifikasi penguasaan 
lahan secara menyeluruh/lengkap. 

g) Data penerima bantuan PT Sumalindo Alam Lestari Unit I, dilengkapi 
dengan berita acara serah terima bantuan sesuai kegiatannya. 

h) Daftar tenaga kerja PT Sumalindo Alam Lestari Unit I tahun 2022 – 2025, 
tersedia lengkap 

i) RKUPHHK PT Sumalindo Alam Lestari Unit I periode tahun 2021-2030, 
berdasarkan SK No. 9891/Men-LHK/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 14 
Desember 2022 

 
PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki dokumen/laporan, data dan 
informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, 
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, 
namun terdapat beberapa dokumen tidak diperbaharui dalam lima tahun 
terakhir (terutama informasi  pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar seperti 
klaim lahan dan dampak sosial kegiatan PT Sumalindo Alam Lestari Unit I 
terhadap masayarakat sekitar areal. 
 

b. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki kebijakan/prosedur terkait 
peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam  : 

1. SOP Social Impact Assesment (Nomor : SOP-001.SOS/SAL) tanggal 
berlaku 13 Maret 2023 

2. SOP Distribusi Manfaat (Nomor : SOP-013.SOS/SAL) tanggal berlaku 13 
Maret 2023 

3. SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Nomor : SOP-
014.SOS/SAL) tanggal berlaku 13 Maret 2023 

4. SOP Pemberian Dana Kompensasi (Nomor : SOP-015.SOS/SAL) tanggal 
berlaku 13 Maret 2023 

5. SOP Pola Kemitraan (Nomor : SOP-016.SOS/SAL) tanggal berlaku 13 
Maret 2023 

6. SOP Persiapan Sosial Pengembangan Masyarakat (Nomor : SOP-
017.SOS/SAL) tanggal berlaku 13 Maret 2023 

SOP dibuat SHE, diperiksa oleh Site Manager, disetujui oleh General 
Manager 

Implementasi dari mekanisme yang ada meliputi : 

a) Kesepakatan Bersama antara PT Sumalindo Alam Lestari Unit I dengan 
Ulayat Medang Layutan No.001/SAL/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang 
Kompensasi terhadap lahan Ulayat Medang Layutan memuat dukungan 
operasional PT SAL I 

b) Kerjasama tumpang sari dengan masyarakat sekitar 

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Sumalindo Alam Lestari Unit I 
memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 
produktif masyarakat serta telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat, 
akan tetapi untuk SOP Pola Kemitraan dan Pengembangan Masyarakat belum 
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mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku seperti : PermenLHK 
Nomor : P.9 Tahun 2021 dan Kepmen LHK Nomor : 285 Tahun 2024. 

c. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki dokumen rencana yang 
memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 

1. RKUPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I periode tahun 2021-2030, 
berdasarkan SK No. 9891/Men-LHK/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 14 
Desember 2022, sudah ada program MUK 

2. RKTPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I Tahun 2022, 2023, 2024 & 2025 

3. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT SAL 1 Tahun 2022 - 2025 

4. Kesepakatan Bersama antara PT Sumalindo Alam Lestari Unit I dengan 
Ulayat Medang Layutan No.001/SAL/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang 
Kompensasi terhadap lahan Ulayat Medang Layutan memuat dukungan 
operasional PT SAL 

5. Kesepakatan Bersama antara Pemerinah Kampung Kayu Indah Kec. Batu 
Putih dengan PT Sumalindo Alam Lestari Unit I tentang Kemitraan Sistem 
Tumpangsari (Tanaman Sengon dan Tanaman Pangan di lahan 
perusahaan) tanggal 8 Juni 2022 

6. NKK Persetujuan Kemitraan Kehutanan antar PT Sumalindo Alam Lestari 
Unit I denganKTH Wisata Tembudan Lestari Kec. Batu Putih tanggal 25 
Oktober 2022 ( masih belum ada kelanjutannya/stagnan) 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Sumalindo Alam Lestari Unit 
I memiliki rencana upaya upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, akan tetapi rencana 
yang ada dalam dokumen RKU, RKT maupun yang ada dalam rencana kegiatan 
sosial (RO) tidak sinkron, dalam dokumen RKU ada Pola Kemitraan namun 
dalam RKT tahun berjalan dan RO tidak ada program tersebut 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, PT Sumalindo Alam Lestari 
Unit I memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat namun belum mengakomodir aspirasi masyarakat 
sekitar. 

d. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah melakukan implementasi kegiatan 
peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : 

 Peningkatan ekonomi dalam dokumen Laporan Kelola Sosial periode 
Tahun 2020 - 2025 = 0 % (kegiatan sosial berupa bantuan) 
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 Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal yang dimiliki PT SAL 
I :  

a) Tahun 2020 sebesar 95 %  (ada 136 orang lokal dari 143 karyawan) 

b) Tahun 2021 sebesar 88 %  (ada 122 orang lokal dari 139 karyawan) 

c) Tahun 2022 sebesar 96 %  (ada 111 orang lokal dari 115 karyawan) 

d) Tahun 2023 sebesar 96 %  (ada 105 orang lokal dari 109 karyawan) 

e) Tahun 2024 sebesar 92 %  (ada 44 orang lokal dari 48 karyawan) 

f) Tahun 2025 sebesar 45 %  (ada 57 orang lokal dari 128 karyawan) 

Rata-rata sebesar = 85 % 

 Kerjasama kemitraan/koperasi dengan masyarakat sekitar, kerjasama 
kemitraan  Ekowisata namun belum berjalan atau sebesar 0 % 

 Kerjasama tumpang sari dengan masyarakat sekitar rencana 10 orang 
dengan luas 20 ha, realisasi 9 orang dengan luas 19,6 ha, atau 90 %. 

 Pembayaran Fee kompensasi, dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. 
Yang telah dibayarkan 71,51 %  

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT SAL I 
sebesar : 

                        ( 0 +  85 + 0 + 90 + 71,51  ) % : 5 = 49,3 % ( < 50%) 
 
Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya,telah mencapai 49,3 % (< 
50 %) dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya 
di lapangan. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.3 

 ( 10 / 15 ) x 100 %  = 66,67 % (SEDANG) 

 
 
4. Indikator 4.4 : Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku 
a. Verifier 4.4.1 : Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan 

lingkungan Pemegang PBPH 
Bobot : 2 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki dokumen/laporan hasil 
identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & 
lingkungan meliputi:  

 Kesepakatan Pembayaran Fee Produksi kayu,  

 Bantuan BLT Lansia desa sekitar 

 Bantuan pendidikan (honor, transportasi) 

 Bantuan hari besar agama dan acara adat  

 Bantuan perbaikan jalan desa binaan 
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PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah melakukan sosialisasi kegiatan 
kelola sosial/PMDH tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 kepada masyarakat desa 
binaan, dalam menyusun program kerja telah melibatkan masyarakat desa 
terdampak dan / atau pihak terkait lainnya.  
 

PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki  dokumen/ laporan hasil 
identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & 
lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau 
pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, dan telah 
disepakati program prioritasnya. 
 

b. Verifier 4.4.2 : Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 
pemegang PBPH sesuai ketentuan 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Sumalindo Alam Lestari Unit I 
memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 
mencakup program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana 
prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam 
dokumen : 
 
 RKUPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I  periode 2021-2030  
 RKTUPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I Tahun 2022, 2023, 2024 & 2025 

(tahun 2020 dan 2021 tidak ada RKT) 
 Rencana Operasional (RO) Tahun 2022, 2023,2024 dan 2025   
 Kesepakatan Bersama antara PT Sumalindo Alam Lestari Unit I dengan 

Ulayat Medang Layutan No.001/SAL/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, terdapat perbedaan antara 
rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat dalam 
dokumen RKUPH dan RKTPH. Dalam RKUPH terdapat rencana kerjasama  
dengan koperasi, namun dalam RKT/ RO tidak terdapat rencana tersebut (pada 
tahun 2020 & 2021 tidak ada dokumen RKT PH karena pada tahun tersebut 
proses penyusunan RKU PH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I). 

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar 
diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait 
identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT Sumalindo 
Alam Lestari Unit I kepada masyarakat. 
 
PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki dokumen rencana kerja 
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program 
prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan 
anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. 
 

c. Verifier 4.4.3 : Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan 
oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Sumalindo Alam Lestari Unit I  
memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada 
sosial dan lingkungan antara lain : 
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1. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (Nomor : SOP-010.SOS/SAL) 
tanggal berlaku 13 Maret 2023 

2. SOP Pemanfaatan HHNK dan infrastruktur perusahaan (Nomor : SOP-
011.SOS/SAL) tanggal berlaku 13 Maret 2023 

3. SOP Pemanfaatan HHBK pada kawasan lindung (Nomor : SOP-
012.SOS/SAL) tanggal berlaku 13 Maret 2023 

4. SOP Distribusi Manfaat (Nomor : SOP-013.SOS/SAL) tanggal berlaku 13 
Maret 2023 

5. SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Nomor : SOP-
014.SOS/SAL) tanggal berlaku 13 Maret 2023 

6. SOP Pemberian Dana Kompensasi (Nomor : SOP-015.SOS/SAL) tanggal 
berlaku 13 Maret 2023 

         SOP dibuat SHE, diperiksa oleh Site Manager, disetujui oleh General 
Manager. 
 
Seluruh SOP telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup tujuan, 
ruang lingkup, dasar dan acuan, pelaksana kegiatan, prosedur pelaksanaan, K-
3, Flow Chart, Monev dan Pengendalian dan pengawasan. 
 
Hasil telaahan terhadap prosedur yang ada masih belum mengacu pada 
ketentuan dan perundangan yang berlaku. 
PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki mekanisme implementasi 
tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin 
terlaksananya program prioritas dan telah mendapat pengesahan dari yang 
berwewenang, namun belum mengacu pada ketentuan dan perundangan yang 
berlaku (seperti PermenLHK P.9 Tahun 2021, SK MenLHK nomor 285 Tahun 
2024). 
 

d. Verifier 4.4.4 : Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan 
oleh pemegang PBPH 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Resertifikasi (tahun 2025), PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah 
melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti : 

1. BA Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan 
(PADIATAPA) Nomor. 005/PT-SAL/SOSIAL/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 
telah dilaksanakan Sosialisasi oleh PT SAL I kepada masyarakat kampung 
Tembudan, Kayu Indah, Capuak dan Dumaring bertempat di Kantor 
Kampung Tembudan  (peserta 20 orang) dengan agenda : 

a) Sosialisasi Visi dan Misi PT SAL I 
b) Sosialisasi RKT tahun 2022 
c) Batas Areal Kerja/Konsesi  
d) Kawasan Lindung KPPn dan KPSL 
e) Sosialisasi Program CD/CSR/Sosial/PMDH 
f) Sosialisasi Pemanfaatan HHBK 
g) Dan lain lain 

 
2. BA Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan 

(PADIATAPA) Sosialisasi oleh PT SAL I kepada masyarakat kampung Kayu 
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Indah, Capuak (tanggal 27/4/2023), Dumaring (13/4/2023) dan Tembudan 
tanggal (5/3/2023) dengan agenda : 

1) Sosialisasi Visi dan Misi PT SAL I 
2) Sosialisasi RKT tahun 2023 
3) Batas Areal Kerja/Konsesi  
4) Kawasan Lindung KPPn dan KPSL 
5) Sosialisasi Program CD/CSR/Sosial/PMDH 
6) Sosialisasi Pemanfaatan HHBK 
7) Dan lain lain 

3. BA Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan 
(PADIATAPA) Sosialisasi oleh PT SAL I di Kampung Capuak (tanggal 
9/2/2024), Kayu Indah (tanggal 16/2/2024), Tembudan (tanggal 6/2/2024) 
dan Dumaring (12/2/2024) dengan agenda : 

1. Sosialisasi Visi dan Misi PT SAL I 
2. Sosialisasi RKT tahun 2024 
3. Batas Areal Kerja/Konsesi  
4. Kawasan Lindung KPPn dan KPSL 
5. Sosialisasi Program CD/CSR/Sosial/PMDH 

6. Sosialisasi Pemanfaatan HHBK 

4. BA Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan 
(PADIATAPA) Sosialisasi oleh PT SAL I kepada masyarakat  kampung 
Tembudan dan Kayu Indah (tanggal 24/2/2025), Capuak dan Dumaring 
(tanggal 25/2/2025) dengan agenda : 

a) Sosialisasi Visi dan Misi PT SAL I 
b) Sosialisasi RKT tahun 2025 
c) Batas Areal Kerja/Konsesi  
d) Kawasan Lindung KPPn dan KPSL 
e) Sosialisasi Program CD/CSR/Sosial/PMDH 
f) Sosialisasi Pemanfaatan HHBK 

 
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi publik 
dan wawancara langsung, diperoleh informasi bahwa program prioritas 
tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program 
masing-masing desa binaan belum disosialisasikan. 

PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I  telah melakukan kegiatan sosialisasi 
kepada masyarakat sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan 
lingkungan dan tersedia sebagian bukti proses, serta hasil sosialisasinya 
terdokumentasi secara lengkap. 

e. Verifier 4.4.5 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 
PBPH 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Pada periode Resertifikasi  (tahun 2025), PT Sumalindo Alam Lestari Unit I 
memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial Tahun 2020 - 2025, 
dilengkapi dengan BA serah terima.   
Realisasi kegiatan  Kelola Sosial PT Sumalindo Alam Lestari Unit I  selama 
periode tahun 2020 - 2025 adalah sebagai berikut : 
- Realisasi tahun 2020 – 2021, tidak terbit RKT, atau mencapai  0 % 
- Realisasi tahun 2022 mencapai 166 % 
- Realisasi tahun 2023 mencapai 127 % 
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- Realisasi tahun 2024 mencapai 137 %  
- Realisasi tahun 2025 mencapai 65,08 % (sd Juni 2025) 
 
Realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT  Sumalindo Alam Lestari Unit I  tahun 
2022 -  2024, rata-rata sebesar  143 %, kegiatan kelola sosial sebagian besar 
berupa bantuan dana, belum ada kegiatan terkait peningkatan ekonomi produktif 
sesuai yang ada dalam dokumen RKUPH (kerjasama pola kemitraan). 
 
PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah menyusun laporan realisasi 
kegiatan kelola sosial yang dibuat setiap triwulan, akan tetapi belum dilaporkan 
kepada instansi terkait. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.4 

 ( 18 / 24 ) x 100 % = 75,00 % (SEDANG) 

 
 
5. Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga 

Kerja 
a. Verifier 4.5.1 : Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki sarana hubungan industrial 
terhadap karyawannya tertuang dalam:  

 Peraturan Perusahaan PT Sumalindo Alam Lestari periode tahun 2023 – 
2025 yang telah disahkan Disnakertrans Prov. Kaltim Nomor : 
500.15.12.1/4626/B.PHI & JAMSOSTEK/2023 tanggal 27 September 2023, 
dengan masa berlaku sampai 17 September 2025 . 

 Terdapat BA sosialisasi PP kepada karyawannya pada : 

a) Tanggal 15 April 2023 ( peserta 30 orang) 

b) Tanggal 22 April 2024 (peserta 30 orang) 

c) Tanggal 8 April 2025 (peserta 30 orang) 

 Kebebasan Berserikat tertuang dalam dokumen  SK General Manager PT 
SAL Nomor : No.003/SAL/SK-Direksi/2025 Tanggal 02 Januari 2025 
tentang Memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentukdan 
menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.  

 Terdapat contoh SPK an. Fitriani (PKWT) dan Elisabeth Apriana Riti 
(PKWT), telah sesuai dengan peraturan yang berlaku 

 PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah menjadi anggota Asosiasi 
Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dengan nomor peserta 280  

 PT Sumalindo Alam Lestari memiliki Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit 
sesuai SK Kepala Disnakertras Kab. Berau Nomor : 560/    /Hubin tanggal 
13 Maret 2023 tentang Pendaftaran Lembaga Kerjasama Bipartit PT 
Sumalindo Alam Lestari. 

 Tersedia Laporan Tenaga Kerja PT Sumalindo Alam Lestari Unit I bulan Mei 
dan Juni 2025  yang disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kab. Berau (terdapat bukti tanda terima)  

 Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda pada saat 
masuk kerja berumur 18 Tahun dan 11 bulan, an. Friday Delon Somalinggi 
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 Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. 

PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. EAR,FDS,AT) dan bagian HRD PT 
Sumalindo Alam Lestari Unit I diperoleh informasi bahwa PT Sumalindo Alam 
Lestari Unit I telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan 
lengkap dan telah diimplementasikan. 

PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki dokumen sarana hubungan 
industrial yang legal dan lengkap, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang disepakati. 

b. Verifier 4.5.2 : Implementasi kebijakan standar jenjang karier 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki mekanisme terkait standar 
jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan Periode 2023 – 2025 
Bab II Pasal 11 dan 12 , selain itu PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki  SOP 
sebagai berikut : 

1. SOP Perencanaan Tenaga Kerja (No. SOP-001.KTU/SAL) tanggal berlaku 
01 Januari 2023 

2. SOP Sistem Jenjang Karir (No. SOP-004.KTU/SAL) tanggal berlaku 01 
Januari 2023 

Seluruh SOP dibuat oleh KTU, diperiksa oleh Site Manager dan disetujui 
oleh General Manager 

3. SK Site Manager PT Sumalindo Alam Lestari Unit I tentang Promosi 
Karyawan (17 SK. Perubahan dan 1 SK. Promosi jabatan) 

4. Implementasi peningkatan jenjang karir tahun 2020 - 2025 : 

Promosi Karyawan PT Sumalindo Alam Lestari Unit I Tahun 2020 - 2025 

No. Tahun  Promosi  Keterangan 
 

1 2020 5 orang Perubahan status PHL 
menjadi SKUH 

2 2021 1 orang Perubahan status PHL 
menjadi SKUH 

3 2022 8 orang Perubahan status SKUH 
menjadi SKUB 

1 orang Perubahan status SKUB 
menjadi Staf 

4 2023 1 orang Perubahan status SKUH 
menjadi SKUB 

5 2024 1 orang Perubahan status SKUH 
menjadi SKUB 

6 2025 1 orang Mekanik  Mandor 
Mekanik 

Hasil telahaan terhadap dokumen yang tersedia, PT Sumalindo Alam Lestari Unit 
I memiliki  kebijakan  standar jenjang karier yang berbasis kompetensi 
(pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah diterapkan sebagian pada 
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kenaikan jenjang karir (tidak dilengkapi dengan form penilaian) dan masih 
ditemukan perangkapan jabatan. 

c. Verifier 4.5.3 : Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 
Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki mekanisme tentang 
Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier tertuang 
dalam PP PT Sumalindo Alam Lestari Bab II Pasal 10 tentang Pelatihan dan 
Pengembangan Karyawan. 
Implemntasi pengembangan karyawan melalui pelatihan pada periode tahun 
2020 - 2025, sebagai berikut : 
1. Tahun 2020 Rencana 0 orang dan realisasi 0 orang, atau mencapai 0 % 
2. Tahun 2021 Rencana 0 orang dan realisasi 0 orang, atau mencapai 0 % 
3. Tahun 2023 Rencana 39 orang dan realisasi 25 orang, atau mencapai 64 

% 
4. Tahun 2023 Rencana 38 orang dan realisasi 64 orang, atau mencapai 168 

% 
5. Tahun 2024 Rencana 38 orang dan realisasi 64 orang, atau mencapai 168 

% 
 
Hasil telaahan tersebut diatas, PT Sumalindo Alam Lestari Unit I memiliki 
dokumen  rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan 
kebutuhan promosi, untuk tahun 2020 - 2024, terealisasi rata-rata 80 %, akan 
tetapi jenis pelatihan yang direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. PT Sumalindo Alam Lestari Unit I masih terdapat kekurangan 
Ganis Kurpet dan Nenhut, namun tidak direncanakan untuk pemenuhan 
melalui Diklat). 
 

d. Verifier 4.5.4 : Pemenuhan hak – hak kesejahtraan karyawan 
Bobot : 2 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

:  
Dokumen Tunjangan kesejahteraan karyawan PT Sumalindo Alam Lestari Unit I 
dan implementasinya sebagai berikut : 
a) Peraturan Perusahaan PT Sumalindo Alam Lestari periode tahun 2023 – 

2025, Bab III – Bab IV Pasal 13 – 24 tentang Fasilitas kesejahteraan dan 
Keselamatan Kerja. 

b) Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 100.3.3.1/K.836/2023 tanggal 30 
November 2023 tentang Pentapan UMK Kab. Berau Tahun 2024 (sebesar 
Rp. 3.832.297,-) dan terdapat SK Direktur operasional No.230/Dir-
Ops/GSJ/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Upah Pekerja Harian 
Tetap (SKU-H) sebesar Rp.153.292,-/hari atau Rp. 3.832.297,-/hari 

c) Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 100.3.3.1/K.558/2024 tanggal 18 
Desember 2024 tentang Penetapan UMK Kab. Berau  Tahun 2025 (sebesar 
Rp. 4.081.396,31) dan terdapat SK Direktur operasional No.283/Dir-
Ops/GSJ/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Upah Pekerja Harian 
Tetap (SKU-H) sebesar Rp.164.889,-/hari atau Rp. 4.122.225,-/hari 

d) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. AB dan SY, Upah yang diterima 
di atas UMK Kab. Berau yang berlaku. 

e) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT SAL  bulan Juli 2025 sebesar 
9.562.298,- dan Rp. 266.923,- 

f) Contoh Kartu Peserta BPJS Tenagakerjaan an. Masnariah dan Julidan 
g) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan PT SAL bulan Juli 2025 sebesar 

Rp.5.901.610,- dan Rp. 2.407.500,-  
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h) Contoh Kartu BPJS Kesehatan an. Masnariah dan Julidan 
i) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Camp PT SAL I (Main Camp) cukup 

memadai, seperti : Kantor, mess karyawan, kantin, sarana hiburan dan 
sarana olah raga. 

j) Di Base camp tidak ada klinik perusahaan, akan tetapi terdapat Surat 
Perjanjian Kerjasam Pelayanan Kesehatan dengan Pusban Tembudan, 
apabila ada karyawan yang sakit berobat ke Pusban Tembudan atau Ke 
Puskesmas yang ada di Batuputih (ditempuh sekitar 20 menit) dengan 
menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. 

 
Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. EAR,FDS,AT) dan bagian HRD PT 
Sumalindo Alam Lestari Unit I diperoleh informasi bahwa PT Sumalindo Alam 
Lestari Unit I memiliki  kebijakan pengupahan, tunjangan kepersertaan jaminan 
sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan dan telah diterapkan sesuai standar 
yang berlaku. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.5 

 ( 15 / 18 ) x 100 % = 83,33 % (BAIK) 

 
Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang 
dicapai = 42 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 66,67 % dengan perhitungan sebagai 
berikut : 
 

No. ASPEK Indikator Nilai Kinerja 
Indikator 

Nilai Kematangan 
Indikator 

Nilai Kinerja 
Indikator 
Maksimal 

1. PRASYARAT 

1.1 Sedang 2 3 

1.2 Buruk 1 3 

1.3 Sedang 2 3 

1.4 Sedang 2 3 

1.5 Sedang 2 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Baik 3 3 

2.2 Baik 3 3 

2.3 Sedang 2 3 

2.4 Sedang 2 3 

2.5 Sedang 2 3 

2.6 Buruk 3 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Baik 3 3 

3.2 Sedang 2 3 

3.3 Sedang 2 3 

3.4 Sedang 2 3 

3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Sedang 2 3 

4.2 Sedang 2 3 

4.3 Sedang 2 3 

4.4 Sedang 2 3 

4.5 Baik 3 3 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 50 dari 69 
 

Jumlah 44 63 

Total Nilai Kinerja Indikator PHL ( 44 / 63 ) x 100% = 69,84 % 
SEDANG 

 
 
 
4.2  HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU : 

Prinsip 1. 

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan 

1. Verifier 1.1.1. a. : Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka diketahui 
bahwa keberadaan dan keabsahan SK PBPH PT SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I) 
telah dipenuhi seluruhnya dan adapun kelengkapan dan keabsahan dokumen legal tersebut 
sebagai berikut : 

1. Terdapat SK Menhut No.80/Kpts-II/1997 tanggal 6 Februari 1997 tentang Pemberian 
HPHTI Pola Transmigrasi Pada Areal Hutan Seluas ± 12076 Ha di Propinsi Kalimantan 
Timur kepada PT Sumalindo Lestari Jaya (site Gonpu I), yang ditanda tangani oleh 
Menteri Kehutanan (Bpk. Djamaludin Suryohadikusumo) dan disalin sesuai aslinya 
oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (YB.Widodo Sutoyo, 
SH,MM/NIP.080023934);  

Keputusan Menteri Kehutanan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 21 Februari 1992 
untuk jangka waktu 43 tahun yaitu 35 tahun ditambah 1 daur tanaman pokok yang 
diusahakan 8 tahun, kecuali sebelumnya diserahkan kembali oleh Pemegang HPHTI Pola 
Transmigrasi yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan. (SK PBPH Berakhir 
20 Februari 2035)  
 
2. Terdapat SK.350/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Perubahan SK 

Menhut No.80/Kpts-II/1997 tanggal 6 Februari 1997 tentang Pemberian HPHTI Pola 
Transmigrasi Pada Areal Hutan Seluas ± 12.076 Ha di Propinsi Kalimantan Timur 
kepada PT Sumalindo Lestari Jaya (site Gonpu I), yaitu pada PERUBAHAN nama 
badan hukum dari PT SUMALINDO LESTARI JAYA (Site Gonpu I) menjadi PT 
SUMALINDO ALAM LESTARI (Unit I); yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan 
(Bpk. H. M.S Kaban) dan disalin sesuai aslinya oleh Kepala Biro Hukum dan 
Organisasi (Suparno, SH/NIP.080068472); 

 
3. Terdapat SK.267/Menhut-II/2009 tanggal  11 Mei 2009 tentang Perubahan SK Menhut 

No.80/Kpts-II/1997 tanggal 6 Februari 1997 tentang Pemberian HPHTI Pola 
Transmigrasi Pada Areal Hutan Seluas ± 12.076 Ha di Propinsi Kalimantan Timur 
kepada PT Sumalindo Lestari Jaya (site Gonpu I), yaitu merubah luas areal kerja dari 
seluas ± 12.076 Ha menjadi seluas ± 32.550 Ha; yang ditanda tangani oleh Menteri 
Kehutanan (Bpk. H. M.S Kaban) dan disalin sesuai aslinya oleh Kepala Biro Hukum 
dan Organisasi (Suparno, SH/NIP.080068472); 

 
4. Terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

SK.761/MENLHI(SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021, kepada PT. 
Sumalindo Alam Lestari (Unit l) diberikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 
(PBPH) pada hutan produksi seluas ± 32.550 Ha, yang ditanda tangani Menteri LHK 
(Ibu Siti Nurbaya) sesuai Salinan aslinya oleh Kepala Biro Hukum ( Bpk. Maman 
Kusnandar/); 

 
5. Terdapat lampiran Peta Areal Kerja Skala 1 : 50.000 pada 4 (empat) dokumen SK 

Menteri Kehutanan yang diterbitkan seperti diatas 
Keberadaan dokumen legal pendirian perusahaan PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) 
lengkap dan hasil verifikasi sebagai berikut : 
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1. Terdapat Akte Perubahan Terakhir No. 53 Tanggal 29 Juni 2018 dibuat oleh Notaris 

Herdimansyah Chaidirsyah, S.H, perubahan akte tersebut sehubungan dengan 
masuknya pemegang saham baru dalam perseroan yaitu PT PP London Sumatra 
Indonesia TBK sehingga merubah komposisi kepemilikan saham perusahaan dan 
susunan pengurus. Sebagai berikut : 

Komposisi kepemilikan saham : 
 PT Mentari Pertiwi Makmur                      :  234.889   lembar saham 
 PT Salim Ivomas Pratama TBK               :    51.001  lembar saham  
 PT PP London Sumatra Indonesia TBK    :    49.000  lembar saham  

Komposisi susunan Direksi : 
 Direktur Utama                     :   Tn. Drs. Soenardi Winarto 
 Direktur                                 ; Tn. Tan Agustinus Dermawan  
 Direktur                                 : Tn. Benny Tjoeng 
 Drektur                                  : Tn. Phiong Phillipus Darma 
 Direktur                                 : Tn. Drs. Sutardi 

Komposisi susunan Komisaris : 
 Komisaris Utama                   : Tn. Moleonoto 
 Komisaris                              : Tn. Axton Salim 

 
2. Terdapat NPWP (Pusat) : 02.545.400.0-029.000 PT Sumalindo Alam Lestari , Komp. 

Perkantoran Duta Merlin Blok A No.49 Petojo Utara – Gambir, Jakarta Pusat 10130- 
DKI Jakarta ; 

3. Terdapat NPWP (Daerah) : 02.545.400.0-727.001 PT Sumalindo Alam Lestari, Jl. 
Batu Putih RT 000/RW.000, Batu Putih, Berau Kalimantan Timur; 

4. Terdapat NIB  9120301220287, An. PT Sumalindo Alam Lestari Komp. Perkantoran 
Duta Merlin Blok A No.49 Petojo Utara – Gambir, Jakarta Pusat 10130- DKI Jakarta, 
dicetak tanggal 19 Desember 2024; 

 

2. Verifier 1.1.1.b : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A 
jika tidak ada) 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH  PT Sumalindo Alam 
Lestari (Unit I) sesuai dengan hasil observasi di lapangan terdapat pembangunan SUTT 
150 kV GI Talisayan – GI Maloy dan setelah di klarifikasi ke audite maka terdapat Surat 
PLN No. 382/REN.00.02/UIP.KALBAGTIM/2019 tanggal 01 Juli 2019 Perihal : Rencana 
Pembangunan SUTT 150 Kv GI TALISAYAN – GI MALOY Kepada Direktur PT Sumalindo 
Alam Lestari I, Jl. Ekonomi RT.16 RW 05 Loa Buah, Sungai Kunjang Samarinda, sedang 
dokumen IPPKH terkait pembangunan SUTT tersebut tidak dimiliki oleh audite saat audit 
dilakukan. Namun dokumen IPPKH tersebut tetap akan diupayakan dicari keberadaan di 
instansi terkait (kementerian kehutanan). 

 

Prinsip 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1 Verifier 2.1.1. a. : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan 
lampiran- lampirannya. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Berdasarkan verifikasi keberadaan dokumen perencanaan jangka panjang, maka diketahui 
bahwa PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 
2021 – 2030 yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus 
Justianto, M.Sc / NIP 19630807 198803 1 001)  atas nama Meneteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan sesuai SK. 9891/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022; 
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Terdapat dokumen lampiran Peta RKUPH PT SAL I Periode  2021-2030 Skala 1 : 50.000 yang 
dibuat oleh GanisPH Canhut bernama Suradi dengan No. Register : 01210006274 dan 
Diketahui oleh Direktur PT SAL I (Sutardi) dan Disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan 
Hutan Lestari ( Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc). 

Terdapat lampiran SK RKUPH Periode 2021-2030 berupa Tabel Penataan Areal Kerja (PAK) 
PBPH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) seperti berikut : 

No. Penataan Areal Kerja 
RKUPH Periode 2021-2030 

Luas (Ha) Persen (%) 

1 Kawasan Lindung 8.215,00 25,24 

a Sempadan sungai 1.298,00 3,994 

b KPSL 321,00 0,99 

c KPPN 1.813,00 5,57 

d Cagar Budidaya Batu Langkup 152,00 0,47 

e Goa 130,00 0,40 

f Kawasan Lindung Bukit Karst 1.712,00 5,26 

g Kawasan Lindung Resapan Air 2.205,00 6,77 

h Mata Air 210,00 0,65 

i Rawa 374,00 1,15 

2 Areal Budidaya 24.335,00 74,76 

a 
Pemanfaatan HHK Budidaya (Hutan 
Tanaman) 

  

 Pola Swakelola 19.350,00 59,45 
 1) Silvikultur TPTI 4.300,00 13,21 

 2) Silvikultur THPB (Sengon dan Jenis 
Kayu lain) 11.950,00 36,71 

 3) Silvikultur THPB (Sengon dan Jenis 
Kayu lain/palawija) 

3.100,00 9,52 

 Pola Kemitraan Kehutanan 3.875,00 11,90 

 1) Silvikultur THPB  2.875,00 8,83 

 
2) Silvikultur THPB (Sengon dan Jenis 
Kayu lain/palawija) 1.000,00 3,07 

b Sarana Prasarana 1.110,00 3,41 
 Total 32.550 100.00 

 

2. Verifier 2.1.2. b. : Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang, meliputi : 

 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar 
isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 

 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh 
pejabat yang berwenang. 

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : MEMENUHI 
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Ringkasan Justifikasi : Dokumen RKUPH 
Terdapat dokumen RKUPH PBPH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)  Periode Tahun 2021 – 
2030 yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, 
M.Sc / NIP 19630807 198803 1 001)  atas nama Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
sesuai Nomor SK. 9891/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022. 
 
Dokumen RKUPH tersebut disusun GanisPH Perencanaan Hutan, bernama Suradi dengan 
No.Register 0121000274 dan diketahui oleh Direktur PT SAL Unit I (Sutardi). 
 
Berdasarkan Tabel Penataan Areal Kerja (PAK) PBPH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) pada 
RKUPH Periode 2021 – 2030, diketahui bahwa pada Areal Budidaya terdapat Pemanfaatan 
HHK Budidaya (Hutan Tanaman) dengan 2 (dua) sistim Silvikultur pada Pola Swakelola, yaitu 
: 
1. Sistim Silvikultur TPTI seluas 4.300 Ha; 
2. Sistim Silvikultur THPB (Sengon dan jenis kayu lain) seluas 11.950 Ha; 
3. Sistim Silvikultur THPB (Sengon dan jenis kayu lain/palawija) seluas 3.100 Ha 
Sedang pada Pola Kemitraan Kehutanan dengan sistim Silvikultur THPB seluas 3.875 Ha, 
yang terdiri dari : 
1. Silvikultur THPB seluas 2.875 Ha; 
2. Silvikultur THPB (Sengon dan jenis kayu lain/palwija) seluas 1.000 Ha 

Dokumen RKTPH 

Pada rentang waktu audit (Januari 2024 s.d Juni 2025), terdapat buku RKTPH yang diverifikasi 
sebanyak 2 (dua) dokumen  yaitu RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025, dengan uraian 
sebagai berikut : 

Dokumen RKTPH Tahun 2024 

1. Terdapat dokumen RKTPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I Tahun 2024 yang disusun 
oleh GanisPH Perencanaan Hutan bernama YUDHIWIRAYUDA (No. Reg. 
01230002700), dan Disetujui oleh Direktur (SUTARDI) di Berau pada tanggal 03 April 
2024 dengan Nomor : 010/SAL/DIR-RKTPH/IV/2024. 

Dokumen RKTPH tersebut disusun melalui Sistem Informasi Manajemen SIPASHUT dan 
Disetujui secara Self Approval oleh Direktur PT SAL I; 
 
2. Terdapat lampiran Peta RKTPH Tahun 2024 PBPH PT SAL I dengan Skala 1 : 50.000 

yang dibuat oleh GanisPH CANHUT (YUDHIWIRAYUDA / No. Reg. 01230002700) dan 
disetujui oleh Direktur PT SAL I  

3. Terdapat Target Murni RKTPH Tahun 2024 dan Carry Over RKTPH 2024 pada Rencana 
Pemanfaatan HHK Budidaya Tanaman (Sistim Silvikultur THPB) dan Rencana 
Pemanfaatan HHK Tumbuh Alami (Sistim Silvikultur TPTI), seperti tabel berikut : 
 

No Silvikultur 
/Blok RKT/ 
Jenis Kayu  

 

Target Pemanfaatan HHK Budidaya Tanaman 

Hutan Tanaman Takos & 
Semak 
Belukar 

LOA 

Ha M3 Ha M3 Ha M3 
A THPB    -  - 
1 Blok Murni 1.500 73.122,23 350 -   
 a. Gmelina 357,16 41.344,17  -  - 
 b. Sengon 1.142,84 31.778,06  -  - 
 c. Ky Alam    - 500 2.161,94 
2 Blok C Over 900 66.124,42  -  - 
 a. Gmelina 275 45.699,42  -  - 
 b.    Sengon 625 20.425,00  -  - 
 TOTAL 2.400 139.246,65     
 a. Gmelina 632,16 87.043,59     
 b. Sengon  1.767,84 52.203,06     
 c. Ky Alam     500 2.161,94 
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B TPTI Target Pemanfaatan HHK Tumbuh Alami 
1 Blok Murni   No.petak Btg Volume 
 Kayu Alam 400 3.258,55 17-18 525 877,23 
    13-24 561 979,74 
    17-19 245 487,94 
    13-13 432 794,42 
    Total  1.763 3.193,33 
    PWH 311 119,22 
    G.Total 2.074 3.258,55 
       
2 Blok C Over Nihil Nihil    

 

Dokumen RKTPH Tahun 2025 

Pada periode audit VLHH Kayu terdapat 2 (dua) dokumen RKTPH Tahun 2025 yang disetujui 
secara oleh Direktur Utama PT SAL I, yaitu Pertama dengan SK Persetujuan Nomor : 
007/SAL/DIR-RKTPH/I/2025, tanggal 16 Januari 2025; dan Kedua dengan SK Persetujuan 
Nomor : 029/SAL/DIR-RKTPH/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 karena adanya penambahan areal 
panen kayu tanaman (percepatan) dari seluas 649,44 Ha (18.555,48 M3) menjadi seluas 
3.829,14 Ha (325.472,92 M3), dan pada Revisi RKTPH 2025 masih terdapat Target Carry Over 
dari RKTPH 2024 yang masih sisa baik pada Pemanfaatan HHK Budidaya Tanaman (Hutan 
Tanaman) maupun pada Pemanfaatan HHK Tumbuh Alami (Hutan Alam), seperti pada Tabel 
berikut : 

No Silvikultur /Blok 
RKT/ 

Jenis Kayu 
 

Target Pemanfaatan HHK Budidaya Tanaman 

Hutan Tanaman Takos & 
Semak 
Belukar 

LOA 

Ha M3 Ha M3 Ha M3 
A THPB    -  - 
1 Blok Murni 3.829,14   325.472,92 - -   
 a. Gmelina 3.066,29 303.117,03  -  - 
 b. Sengon 762,85   22.355,89  -  - 
 c. Ky Alam    - 450 4.333,72 
2 Blok C Over 2.000,67 126.210,67  -  - 
 a. Gmelina 1.172,86 103.304,44  -  - 
 b.    Sengon 827,81 22.906,23  -  - 
 TOTAL (1+2) 5,829,81 451.683,59     
 d. Gmelina 632,16 87.043,59     
 e. Sengon  1.767,84 52.203,06     
 f. Ky Alam     500 2.161,94 
B TPTI Target Pemanfaatan HHK Tumbuh Alami 
1 Blok Murni Hutan Alam Petak TPTI/SILIN 
 Kayu Alam 158,81 1.186,61 No.petak Btg Volume 
    14-31 367 647,92 
    13-6 261 538,69 
    Total  618 1.186,61 
2 Blok C Over - -    

 

3 Verifier 2.2.1. a. : Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi 

 
 
 
 

: Pada periode audit VLHH Kayu terdapat dokumen LHC Petak Kerja Tebangan hutan tanaman 
yang rencana ditebang pada URKTPH Tahun 2024 dan URKTPH Tahun 2025; yang dibuat 
oleh GanisPH Perencanaan Hutan (Canhut) Sdr. Yudhiwirayuda 
 
Pada dokumen LHC Kayu Tanaman telah dilengkapi Rekapitulasi LHC berdasarkan jumlah 
petak tebangan, luas dan jenis tanaman industri yang rencana ditebang pada RKTPH Tahun 
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2024 dan RKTPH Tahun 2025 pada Sistem Silvikultur THPB, dengan rincian sebagai berikut 
: 

No RKTPH 
THPB 

LHC Sengon LHC Gmelina arborea 

€ 
Petak 

Luas (Ha) Vol  (M3) € Petak Luas 
(Ha) 

Vol (M3) 

1 2024 17 1.142,84 31.778,0
5 

58 3.405,16 329.192,58 

 Rata2 27,81 96,67 
2 2025 27 1.604,45 45.262,1

2 
92 4.290,06 406.421,47 

 Rata2 28,21 94,74 
 
Selain itu terdapat dokumen LHC Kayu Tumbuh Alami yang dilengkapi Rekapitulasi LHC yang 
menjadi lampiran Rencana Produksi RKTPH 2024 maupun RKTPH 2025 pada Sistem 
Silvikultur TPTI, dengan rincian sebagai berikut : 

No RKTPH 
TPTI 

LHC Kayu Tumbuh Alami  

€ 
Petak 

Luas (Ha) Vol  (M3)    

1 2024 4 400 3.258,54    
 Rata2 8,15  

2 2025 2 158,81 1.186,61    
 Rata2 7,47  

Keterangan : Potensi Kayu Alam tersebut pada lokasi penyiapan lahan untuk penanaman 
pengayaan seluas 158,81 Ha dan SILIN seluas 158,81 Ha sesuai data LHC yang menjadi 
Lampiran SK Rencana Produksi RKTPH 2025, pada SIPASHUT 
 

4. Verifier 2.2.1. b. : Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang 
boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPH Periode 2021-2030 maka diketahui bahwa Penataan 
Areal Kerja PBPH PT Sumalindo Alam Lestari Unit I sudah ditetapkan dan dipetakan sesuai 
dengan peruntukan kawasan yang terdiri dari 1) Kawasan Lindung; dan 2) Areal Budidaya, 
secara rinci lihat pada Tabel berikut : 

No. Penataan Areal Kerja (PAK) 
RKUPH Periode 2021-2030 

Luas (Ha) Persen (%) 
1 Kawasan Lindung 8.215,00 25,24 
a Sempadan sungai 1.298,00 3,994 
b KPSL 321,00 0,99 
c KPPN 1.813,00 5,57 
d Cagar Budidaya Batu Langkup 152,00 0,47 
e Goa 130,00 0,40 
f Kawasan Lindung Bukit Karst 1.712,00 5,26 
g Kawasan Lindung Resapan Air 2.205,00 6,77 
h Mata Air 210,00 0,65 
i Rawa 374,00 1,15 
2 Areal Budidaya 24.335,00 74,76 

a 
Pemanfaatan HHK Budidaya (Hutan 
Tanaman) 

  

 Pola Swakelola 19.350,00 59,45 
 1) Silvikultur TPTI 4.300,00 13,21 
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 2) Silvikultur THPB (Sengon dan 
Jenis Kayu lain) 11.950,00 36,71 

 
3) Silvikultur THPB (Sengon dan Jenis 
Kayu lain/palawija) 

3.100,00 9,52 

 Pola Kemitraan Kehutanan 3.875,00 11,90 

 1) Silvikultur THPB  2.875,00 8,83 

 
2) Silvikultur THPB (Sengon dan Jenis 
Kayu lain/palawija) 1.000,00 3,07 

b Sarana Prasarana 1.110,00 3,41 
 Total 32.550 100.00 

 

Terdapat dokumen Peta RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025 Skala 1 : 50.000 yang 
menggambarkan areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang seperti Kawasan Lindung, 
dengan rincian sebagai berikut : 

1. Peta RKTPH 2024 dengan skala 1 : 50.000, dibuat oleh tenaga teknis professional ganis 
PH-Canhut dan setujui oleh Direktur PT SAL I dengan No. 010/SAL/DIR-RKTPH/IV/2024 
tanggal 03 April 2024. Di dalam Peta RKT memuat batas areal kerja , Base Camp, Batas 
Kabupaten, Batas Kecamatan, Jalan, Sungai dan Anak Sungai, Perkampungan, TPn, 
Batas Blok usulan RKT TPTI, Kawasan Hutan terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi 
Tetap, APL, Penataan Areal Kerja RKTPH, Kawasan lindung (KL).; 

2. Peta RKTPH 2025 dengan skala 1 : 50.000, dibuat oleh tenaga teknis professional ganis 
PH-Canhut dan setujui oleh Direktur PT SAL I dengan Nomor 007/SAL/DIR-
RKTPH/I/2025 tanggal 16 Januari 2025. Didalam Peta RKT memuat batas areal kerja , 
Base Camp, Batas Kabupaten, Batas Kecamatan, Jalan, Sungai dan Anak Sungai, 
Perkampungan, TPn, Batas blok usulan RKT TPTI, Kawasan Hutan terdiri dari Hutan 
Lindung, Hutan Produksi Tetap, APL, Penataan Areal Kerja RKTPH, Kawasan lindung 
(KL). 

Terdapat Berita Acara Blocking Batas RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang membatasi 
areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang (kawasan lindung yang berbatasan dengan 
blok/petak RKTPH) sebagai berikut : 

1. Terdapat dokumen Berita Acara Blocking RKT 2024 tertanggal 29 Mei 2023 dengan No. 
001/PT-SALI/PAK/V/2023 dibuat oleh Dedi Marjoko (Surveyor) diperiksa oleh 
Yudhiswirayuda (Perencanaan) dan diketahui oleh Joko Widodo (Site Manajer), terlampir 
Peta Blok/Petak RKT 2024 Skala 1 : 100.000; 

2. Terdapat dokumen Berita Acara Blocking RKT 2025 tertanggal 31 Juli 2024 dengan No. 
001/PT-SALI/PAK/VII/2024 dibuat oleh Yohanes (Surveyor) diperiksa oleh 
Yudhiswirayuda (Perencanaan) dan diketahui oleh Joko Widodo (Site Manajer), terlampir 
Peta Blok/Petak RKT 2025 Skala 1 : 100.000. 

Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas areal yang boleh ditebang, yaitu 
Blok/Petak RKT THPB dan tanda batas areal yang tidak boleh ditebang, seperti Sempadan 
Sungai/KPPN/KPSL/BZ yang berbatasan dengan  Blok/Petak RKT 2024 maupun RKT 2025.  

Keseluruhan tanda tersebut telah ditemukan di lapangan dan sesuai Peta RKT Tahun 2024 
dan Peta RKT Tahun 2025 Skala 1 : 50.000, sebagai berikut : 

No Jenis Penandaan Koordinat Keterangan 
1 Plang RKT 2024 

(Blok THPB) 
1°22’54,0’’ N 

118°16’12,1’’ E 
Tiang dan bingkai plang 
berbahan balok kayu sedang 
tulisan RKT di cetak diatas 
plastk warna putih (signboard) , 
dan terdapat pal terbuat dari 
kayu balok ukuran 15 cm x 15 
cm cat merah diujung  
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2 Pal batas petak 
26/25 zona 7 RKT  
2025  

1°24’17,8’’ N 
118°19’02,0’’ E 

Tanda nomor petak terbuat 
seng yang di pasang kayu 
pancang ukuran 5 cm x 5 cm  

3 Plang RKT 2025 
(Blok THPB LOA) 

1°21’03,51’’ N 
118°16’51,38’’ E 

Tiang dan bingkai plang 
berbahan balok kayu sedang 
tulisan RKT di cetak diatas 
plastk warna putih (signboard), 
dan terdapat pal terbuat dari 
kayu balok ukuran 15 cm x 15 
cm cat merah diujung 

4 Plang Sempadan 
sungai Sangik 
 

1°21’44,2’’ N 
118°12’42,0’’ E 

Plang terbuat dari kayu balok 
sedang tulisan dari plastic 
(signboard) serta terdapat pal 
dari kayu balok ukuran 15 cm x 
15 cm cat putih di ujung 
Alur sungai Sangik  

 

5. Verifier 2.2.1.c : Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Terdapat dokumen Peta RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025 Skala 1 : 50.000 yang 
menggambarkan yang menggambarkan areal yang boleh ditebang di Blok THPB seperti 
dokumen BA Blocking RKTPH sebagai berikut : 

1. Terdapat dokumen Berita Acara Blocking RKT 2024 tertanggal 29 Mei 2023 dengan No. 
001/PT-SALI/PAK/V/2023 dibuat oleh Dedi Marjoko (Surveyor) diperiksa oleh 
Yudhiswirayuda (Perencanaan) dan diketahui oleh Joko Widodo (Site Manajer), terlampir 
Peta Blok/Petak RKT 2024 Skala 1 : 100.000; 

2. Terdapat dokumen Berita Acara Blocking RKT 2025 tertanggal 31 Juli 2024 dengan No. 
001/PT-SALI/PAK/VII/2024 dibuat oleh Yohanes (Surveyor) diperiksa oleh 
Yudhiswirayuda (Perencanaan) dan diketahui oleh Joko Widodo (Site Manajer), terlampir 
Peta Blok/Petak RKT 2025 Skala 1 : 100.000. 

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps maka diketahui 
bahwa penandaan batas Blok dan petak yang dijumpai sesuai di lapangan dan di Peta RKT 
Tahun 2024 dan RKT Tahun 2025, sebagai berikut : 

No Jenis Penandaan Koordinat Keterangan 
1 Plang RKT 2024 

(Blok THPB) 
1°22’54,0’’ N 

118°16’12,1’’ E 
Tiang dan bingkai plang 
berbahan balok kayu sedang 
tulisan RKT di cetak diatas 
plastk warna putih 
(signboard) , dan terdapat pal 
terbuat dari kayu balok 
ukuran 15 cm x 15 cm cat 
merah diujung  

2 Pal batas petak 
26/25 zona 7 RKT  
2025  

1°24’17,8’’ N 
118°19’02,0’’ E 

Tanda nomor petak terbuat 
seng yang di pasang kayu 
pancang ukuran 5 cm x 5 cm  

3 Plang RKT 2025 
(Blok THPB LOA) 

1°21’03,51’’ N 
118°16’51,38’’ 

E 

Tiang dan bingkai plang 
berbahan balok kayu sedang 
tulisan RKT di cetak diatas 
plastk warna putih 
(signboard), dan terdapat pal 
terbuat dari kayu balok 
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ukuran 15 cm x 15 cm cat 
merah diujung 

 

6. Verifier 2.2.1. d : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal 
penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Berdasarkan dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 An.PBPH SAL I maka diketahui 
bahwa pada Areal Budidaya terdapat 2 (dua) Sistim Silvikultur untuk pemanfaatan hasil hutan 
kayu yaitu 1) Sistim Silvikultur THPB dan 2) Sistim Silvikultur TPTI. 

Pada periode audit VLHH yang meliputi 2 (dua) RKT yaitu RKT Tahun 2024 dan RKT Tahun 
2025, dan sesuai hasil verifikasi dokumen 2 (dua) RKT tersebut maka diketahui bahwa lokasi 
atau blok/petak THPB adalah LOA yang diperuntukan sebagai areal penyiapan lahan untuk 
pembangunan budidaya tanaman industri dan hasil tebangannya berupa kayu alam dapat 
dimanfaatkan secara komersiel untuk industri perkayuan.  

Lokasi LOA yang menjadi Blok THPB tersebut memiliki potensi kayu alam sesuai dengan 
dokumen Laporan Hasil Cruising (TC 100 %) yang menjadi rencana pemanfaatan kayu alami 
pada RKT Tahun 2024 dan RKT Tahun 2025 dan hasil perbandingan potensi volume kayu 
alami yang dimanfaatkan (LHP) dengan potensi rencana target tebangan dari LHC (Timber 
Cruising 100 %), seperti Tabel berikut : 
 

No. RKT Target Penyiapan Lahan di Blok THPB 
(LOA) 

Potensi Rata-
rata  
(M3/Ha) Luas (Ha) Potensi Kayu Alami (M3) 

1 2024 500 2.161,94 4,32 
2 2025 450 4.333,72 9,63 
 Total 950 6.495,66 6.84 

 
Lanjutan Tabel : 

No. RKT Realisasi Penyiapan Lahan Rata rata 
Pemanfaatan Kayu 

Alami (M3/Ha) 
Luas (Ha) Volume (M3) 

1 2024 Nihil Nihil NIHIL 
2 2025 Nihil Nihil NIHIL 
 Total Nihil Nihil - 

Sumber Data : RKTPH SIPASHUT pada halaman realisasi RKTPH 2024 dan data realisasi 
LHP RKTPH 2025 pada SIPUHH PT SAL I 
 

 

Prinsip 3. 

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

 

1 Verifier 3.1.1.a : Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI 
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Ringkasan Justifikasi : Buku Ukur 
Pada periode audit (Agustus 2024 s.d 31 Juli 2025), PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah 
membuat/ menerbitkan buku ukur atas pemanfaatan kayu tanaman di SIPUHH dengan total 
69 set Buku Ukur dengan volume 682.373,76SM atau  429.895,47 M3, dengan rincian 
sebagai berikut : 
a. Penerbitan Buku ukur pada RKTPH Tahun 2024 (Agustus 2024 s/d Desember 2024) 

yaitu sebanyak 18 set buku ukur dengan volume 362.484,16 SM atau  228.365,02 
M3; 

b. Penerbitan Buku ukur pada RKTPH Tahun 2025 (Januari s/d Juli 2025) yaitu sebanyak 
51 set buku ukur dengan volume 319.889,60 SM atau 201.530,45 M3. 

 
Laporan Hasil Produksi (LHP) 
Selanjutnya data buku ukur yang terupload pada SIPUHH menjadi dasar penerbitan LHP kayu 
tanaman, dan pada periode audit (Agustus 2024 s.d Juli 2025), PT SAL I telah menerbitkan 
LHP atas pemanfaatan kayu tanaman dan telah terupload di SIPUHH dengan total 32 set 
LHP kayu tanaman dengan volume 682.373,76 SM atau 429.895,47 M3, dengan rincian 
sebagai berikut : 
• Penerbitan LHP Kayu Tanaman pada RKTPH Tahun 2024 (Agustus s/d Desember 

2024) yaitu sebanyak 16 set LHP dengan volume 362.484,16 SM atau  228.365,02 M3; 
• Penerbitan LHP Kayu Tanaman pada RKTPH Tahun 2025 (Januari s/d 20 Juli 2025) 

yaitu sebanyak 16 set LHP dengan volume 319.889,60 SM atau 201.530,45 M3. 
 
Penerbitan LHP Kayu Tanaman sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada periode 
bulan yang sama pada saat pembuatan E-LHP.  
 
Pembuatan LHP pada RKT Tahun 2024 dan RKT Tahun 2025 PT SAL I di TPn atau TPK 
Hutan yang telah ditetapkan sesuai dengan : 
1) Surat Keputusan Manager PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Nomor : 

001/SAL/SKTPK/F-BTH/IV/2024Tanggal 6 April 2024 tentang Penetapan Lokasi Tempat 
Pengumpulan Kayu Sementara (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK 
Hutan) RKT 2024 An. PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I), yaitu terdapat 13 titik lokasi 
TPn dan 1 titik TPK Hutan; 

 
2) Surat Keputusan Manager PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Nomor : 

001/SAL/SKTPK/F-BTH/VI/2025 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu 
Sementara (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) RKT 2025 An. PT 
Sumalindo Alam Lestari (Unit I), yaitu terdapat 20 titik lokasi TPn dan 1 titik TPK Hutan; 

 
Petugas Penerbit LHP pada RKT Tahun 2024 (periode bulan Oktober s/d Desember 2024) 
dan RKT Tahun 2025 (periode Januari s/d Juli 2025) oleh GanisPH PKB bernama Taufik 
dengan nomor register 23240021346 sesuai SK Persetujuan Penugasan GanisPH Nomor : 
111024025 tanggal 11 Oktober 2024 dan berlaku s/d 14 Mei 2029 serta SK Penempatan 
GANISPH sebagai Penerbit LHP di TPn dan TPK Hutan pada RKT 2025 dengan Nomor : 
112322390959 (berlaku terhitung tanggal 02 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025)  
Sarana dan Prasarana SIPUHH dan SIPNPB 
Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada di lokasi 
PBPH PT SAL I yaitu dijumpai diantaranya : 

a. Pengangkatan Petugas Operator SIPUHH atas nama SUGENG, yang ditunjuk oleh 
Site Manager PT SAL I berdasarkan SK Nomor: 10/SAL /I/2016 Tanggal 04 Januari 
2016; 

b. Pengangkatan Petugas Operator SIPNPB atas nama SUGENG, yang ditunjuk oleh 
Site Manager PT SAL I berdasarkan SK Nomor: 003/SP/PT.SAL /XI/2023 Tanggal 22 
November 2023; 

c. Terdapat Laptop, Printer dokumen, printer barcode, dan Starlink yang berada di Base 
Camp KM 32 PT SAL I 
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No Uraian Stok 
Jumlah 

SM M3 
1 Stok Awal per 31 Juli 2024   
 a. TPK Hutan 19.941,16 12.562,93 
 b. TPK Antara Km 0 Ds Tembudan 11.311,62 7.126,32 
 Total  31.252,78 19.689,25 
2 Penambahan LHP selama periode audit    
 a. RKT 2024 (Agustus s/d Desember 2024) 362.484,16 228.365,02 
 b. RKT 2025 (Januari s/d 31 Juli 2025) 319.889,60 201.530,45 
 Total Penambahan (2) 682.373,76 429.895,47 
3 Pengurangan selama periode audit   
 a.   DKDS (Agustus 2024 s/d Juli 2025) - - 

 a. SKSHHK TPK Hutan (Agustus 2024 s/d 
Juli 2025) 12.337 set dokumen  

672.233,19 423.506,91 

 b. SSHHK TPK Antara (Agustus 2024 s/d  
Juli 2025) sebanyak 79 set dokumen 

661.082,22 416.481,80 

 Total Pengurangan 661.082,22 416.481,80 
4 Stok Akhir   
 a. TPK Hutan  38.931,41 18.951,49 
 b. TPK Antara Km 0 Ds Tembudan 22.462,59 14.151,43 

 Total Stok Akhir Per 31 Juli 2025 61.394,00 33.102,92 

 
Uji petik kesesuaian  
Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel Tumpukan 
Kayu Tanaman di TPn Hutan/TPK Hutan, pada koordinat  01° 25’ 13,54 N” dan 118° 23’ 
45,48” E sebanyak 50 tumpukan kayu tanaman Gmelina arborea.  
Dengan hasil uji petik sebagai berikut :  
- Perbedaan Jumlah Batang atau Tumpukan   : 0 % (Tidak ada) 
- Perbedaan Jenis Kayu Tanaman         : 0 % (Tidak ada) 
- Selisih Pengukuran Kayu Tanaman               : 12,35 M3 atau 0,10 % 
 

2 Verifier 3.1.2.a : Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen 
angkutan yang sah 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara 
PT SAL I telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu seperti lokasi TPn, TPK Hutan 
dan TPK Antara pada RKT 2024 dan RKT 2025, sesuai dengan SK Penetapan sebagai 
berikut : 
 
1) Surat Keputusan Manager PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Nomor : 

001/SAL/SKTPK/F-BTH/IV/2024Tanggal 6 April 2024 tentang Penetapan Lokasi Tempat 
Pengumpulan Kayu Sementara (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK 
Hutan) RKT 2024 An. PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I), yaitu terdapat 13 titik lokasi 
TPn dan 1 titik TPK Hutan; 

 
2) Surat Keputusan Manager PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Nomor : 

001/SAL/SKTPK/F-BTH/VI/2025 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu 
Sementara (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) RKT 2025 An. PT 
Sumalindo Alam Lestari (Unit I), yaitu terdapat 20 titik lokasi TPn dan 1 titik TPK Hutan; 

 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 61 dari 69 
 

3) Surat Keputusan Manager PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Nomor : 
002/SAL/SKTPK/F-BTH/IX/2023 Tanggal 05 September 2023 tentang Penetapan Lokasi 
Tempat Pengumpulan Kayu Antara (TPK Antara) dan Tempat Penimbunan Kayu Log 
Pond KM 0 Di Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau An. PT 
Sumalindo Alam Lestari (Unit I), seluas 10 Ha dengan kapasitas 40.000 M3 yang terletak 
di koordinat 01 25 22,80 LU dan 118 24 00,0 BT 

 
Pada periode audit PT SAL I telah menunjuk GANISPH PKB sebagai penerbit SKSHHK dan 
P3KB yang disahkan dan diterbitkan melalui SIGANISHUT, yaitu sebagai berikut : 
a. Petugas Penerbit SKSHHK TPK Hutan ke TPK Antara Km 0 Kampung Tembudan 

atas nama Sugeng dengan No. Register : 23240021347 sesuai SK Persetujuan 
Penugasan GANISPH Nomor : 111024021 tanggal 09 Oktober 2024, berlaku s.d 14 Mei 
2029 dan SK Penempatan GANISPH sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dengan 
Nomor : 118781742195 tanggal 10 Oktober 2024, berlaku s.d 14 Mei 2029; 

 
b. Petugas Penerbit SKSHHK TPK Antara Km 0 Kampung Tembudan ke industri atas 

nama Gipson dengan No. Register : 23230002745 sesuai SK Persetujuan Penugasan 
GANISPH Nomor : 110124005 tanggal 03 Januari 2024, berlaku s.d 27 Maret 2028 dan 
SK Penempatan GANISPH sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara Km 0 Kampung 
Tembudan ke Industri dengan Nomor : 110957581599 tanggal 10 Oktober 2024, berlaku 
s.d 27 Maret 2028; 

 
c. Petugas P3KB di TPK Antara Km 0 Kampung Tembudan atas nama Abdul Bar 

dengan No. Register : 23230003833 sesuai SK Persetujuan Penugasan GANISPH 
Nomor : 110823130 tanggal 29 Agustus 2023, berlaku s.d 20 Februari 2028 dan SK 
Penempatan GANISPH sebagai P3KB di TPK Antara Km 0 Kampung Tembudan dengan 
Nomor : 112793321969 tanggal 02 Januari 2025, berlaku s.d 31 Desember 2025 

Penerbitan Dokumen SKSHHK 
Pada rentang waktu audit (Agsutus 2024 s.d 20 Juli 2025), PT SAL I telah melakukan 
penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan 
untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu seperti  tabel berikut : 
Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Km 0 Kampung Tembudan. 

No Bulan 
Jumlah 

SKSHHK 
(Set) 

Jumlah Diangkut 

SM M3 

1 Agustus s/d Desember 2024 5.663 309.152,03 194.765,77 
2 Januari s/d 20 Juli 2025 6.674 333.185,18 209.906,67 

Total 12.337 672.233,19 423.506,91 

Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Km 0 Kampung Tembudan Ke Industri pada periode 
audit (Agustus 2024 s/d 31 Juli 2025) sebanyak 79 set dengan volume kayu tanaman yang 
diangkut total 661.082,22 SM atau 416.481,80 M3, dengan rincian tujuan industri sebagai 
berikut : 

No Nama Industri Kayu 
Jumlah 

SKSHHK 
(Set) 

Jumlah Diangkut 

SM M3 

1 
PT Kalamur, Loa Buah, 
Smrd 

8 24.951,67 15.719,55 

2 PT RAPP, Riau 65 598.028,47 376.757,94 
3 PT Balipapan Chip Lestari 5 33.704,05 21.233,55 

4 
PT. Brilliant Jaya Wood 
Industri, Gresik 

1 4.398,03 2.770,76 

Total 79 661.082,22 416.481,80 

Uji Petik Dokumen Angkutan Ke Industri ; 
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1. Terdapat Surat Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat Tanaman Jenis Sengon antara 
PT Sarana Pembangunan Persada Mandiri  sebagai Pihak Pertama yang memiliki hak 
jual kayu Sengon yang berasal dari PBPH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) sebesar 
± 14.000 M3, di TPK Antara KM 0 Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten 
Berau, Provinsi Kalimantan Timur kepada Pihak Kedua sebagai bahan baku PBPHH PT 
Kayu Lapis Asli Murni yang berlokasi di Jl. Ekonomi RT 15 Desa Loa Buah, Kecamatan 
Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 004/SPPM-
KLM/XI/2024 tanggal 11 November 2024; 

 
2. Terdapat dokumen Invoice yang diterbitkan atas penjualan kayu sengon kepada PT 

Kalamur selama bulan Juli 2025 sebanyak 3.348,83 SM atau 2.109,76 M3 sesuai 
dengan dokumen angkutan SKSHHK Nomor : KB.C.5639930 tanggal terbit 02 Juli 
2025 

3. Verifier 3.1.3.a : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak 
pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Pada periode audit VLHH Kayu yang meliputi RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 maka diketahui 
bahwa PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) tidak me-realisasikan tebangan kayu tumbuh 
alami di Blok TPTI dan PWH atau NIHIL, padahal terdapat Rencana atau Target 
Pemanfaatan HHK Tumbuh Alami pada RKTPH baik di THPB (LOA) maupun TPTI (SILIN) 
dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pada RKTPH 2024 terdapat rencana atau taget bebangan seluas 400,00 Ha dan jumlah 
pohon sebanyak 2.074,00 pohon serta volume sebesar 3.258,55 M3 dengan rincian 
sperti pada Tabel berikut: 
Blok TPTI Target Pemanfaatan HHK Yang Tumbuh Alami 
Blok Murni Luas (Ha) Volume (M3) No.petak Btg Volume (M3) 
Kayu Alam 400 3.258,55 17-18 525 877,23 
   13-24 561 979,74 
   17-19 245 487,94 
   13-13 432 794,42 
   Total  1.763 3.193,33 
   PWH 311 119,22 
   G.Total 2.074 3.258,55 
      

2. Berdasarkan hasil observasi di lapangan meliputi Petak Tebangan, TPn, TPK Antara 
(Logpond) dan sesuai pengecekan SIPUHH PT SAL I terkait realisasi LHP sejak Januari 
s/d 20 Juli 2025, maka diketahui bahwa PT SAL I dari Januari s/d 20 Juli 2025 tidak 
melakukan penebangan (NIHIL) pada : 
a. Blok Penyiapan Lahan untuk budidaya tanaman (THPB) pada LOA seluas 450 

Ha dengan potensi kayu tumbuh alam sebeesar 4.333,72 M3 ; dan 
b. Blok Pemanfaatan HHK yang tumbuh alami (TPTI/SILIN) seluas 158,81 dengan 

potensi 1.186,61 M3 
Hasil verifikasi diatas didukung keberadaan data stok kayu di lapangan yang tertuang di LMKB 
TPK Hutan dan TPK Antara KM 0 Desa Tembudan (Logpond), dimana selama periode audit 
tidak terdapat stok kayu alam tumbuh alami hasil tebangan atau LHP kayu alam dari RKTPH 
2024 dan RKTPH 2025. 

Stok kayu tanaman di TPK Hutan dan TPK Antara Desa Tembudan adalah jenis Gmelina 
arborea dan Sengon, sebagai berikut yaitu  

a. Stok di TPK Hutan sebanyak 38.931,41 SM atau 18.951,49 M3 
b. Stok TPK Antara KM 0 Ds.Tembudan sebanyak 22.462,59 SM atau 14.151,43 M3 
Dari hasil verifikasi dokumen diatas maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.1.3.a 
APPLICABLE karena pada areal kerja RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 terdapat 
rencana pembukaan lahan untuk hutan tanaman di LOA, dan penanaman/pengayaan SILIN 
namun selama periode audit belum ada realisasi tebangan kayu alam di Blok THPB LOA dan 
TPTI SILIN, dan didukung keberadaan SOP PUHH yang dimiliki oleh auditee. 
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Terdapat dokumen SOP Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (PUHH Kayu) dengan Nomor : 
SOP-001/TUK/Hrvst/SAL I yang diterbitkan tanggal 1 Januari dan di revisi tanggal 1 Januari 
2024, dan SOP tersebut mencakup PUHH Hasil Hutan Kayu Alam dan Hutan Tanaman pada 
Hutan Produksi. 
Dan uraian procedure kerja meliputi kegiatan sebagai berikut : 
3. ITSP 
4. Pembuatan LHC 
5. Pengukuran dan Pengujian 
6. Penandaan (label ID Barcode) 
7. Pembuatan LHP 
8. Pembayaran DR dan PSDH 
9. Penerbitan SKSHHK TPK Hutan  
10. Masa berlaku dokumen angkutan 
11. Perpanjangan masa berlaku dokumen angkutan 
12. Penerimaan kayu bulat 
13. Pengangkutan lanjutan (penerbitan SKSHHK TPK Antara) 
14. Pembuatan LMKB 
 

4. Verifier 3.2.1.a : Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi 

 

: Pada periode audit VLHH (Agustus 2024 s/d Juli 2025) terdapat dokumen kode billing PSDH 
yang diterbitkan atas LP-KHP/LHP kayu tanaman (Gmelina arborea/Sengon) yang diterbitkan 
pada periode tersebut, dengan jumlah  Tagihan PSDH sebesar Rp. 2.762.770.630,18 dari 
total LP-KHP/LHP Kayu Tanaman sebanyak 682.373,76 SM atau 429.895,47 M3, dengan 
rincian seperti berikut : 
 
1. LP-KHP/LHP 1 Agustus s/d 31 Desember 2024 :  

 Total Volume 362.484,16 SM atau  228.365,02 M3. 
 Total Tagihan PSDH Rp. 1.464.024.726,00 

 
2. LP-KHP/LHP 1 Januari s/d 31 Juli 2025 : 

 Total Volume 319.889,60 SM atau 201.530,45 M3. 
 Total Tagihan PSDH Rp. 1.298.745.904,18 

 
Pada periode audit VLHH yang sama terdapat dokumen Bukti Penerimaan Negara untuk 
pembayaran PSDH atas Tagihan PSDH dari LP-KHP/LHP yang diterbitkan pada periode audit 
bulan Agustus 2024 s/d Juli 2025, dan dokumen tersebut dilampiri Bukti Penerimaan Negara 
dengan Kop Surat Bank Mandiri Cq. Kementerian Keuangan RI. 
 
Total jumlah tagihan PSDH yang dibayar atau dilunasi yaitu sebesar Rp.2.762.770.630,18 
dan tidak terdapat tunggakan PSDH karena keterlambatan bayar atau denda (bunga) 

5. Verifier 3.3.1. : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi 
awal) 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-
PHL) dengan Nomor SPHL.54/ASERT/LPVI-001-IDN dan Perjanjian Sub Lisensi 
penggunaan tanda Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang dikeluarkan oleh 
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 
:031/ASERT-SAL/PHL-SVLK/XII/2023 Antara PT Ayamaru Sertifikasi dengan PT 
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Sumalindo Alam Lestari Unit I tentang  Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK 
membubuhkan tanda V Legal pada dokumen SKSHHK, Barcode yang dipasang di Bontos 
Kayu dan pada pohon (tunggul) sesuai ketentuan. 
 
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK Indonesia dengan Nomor : 
Sustainable VLHH-31-01-0008 yang terbubuh pada dokumen SKSHHK, yang merupakan 
dokumen pengangkutan kayu dari TPK Hutan sampai dengan tujuan ke industri. 
 
Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHP-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi 
Legalitas dan Kelestarian; Pedoman Penggunaan Tanda SVLK. 

 

 

 

Prinsip 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1. Verifier 4.1.1. : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Terdapat  Dokumen  AMDAL  atas  nama  PT  Sumalindo Lestari Jaya (Unit I)  yang telah 
mendapatkan persetujuan dari Bupati Berau dengan Nomor : 286 Tahun 2007. Tanggal 27 
Juni 2007, dengan luas  54.214 Ha di Kecamatan Talisayan dan Batu Putih, Kabupaten Berau  
 
Dokumen AMDAL PT SLJ I/ PT SAL I disusun oleh Konsultan Pelaksana CV. IRENA PUELLA 
dengan alamat kantor Jl. Suwandi Blok C No.78. Kel. Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan 
Timur.  
Sebagai Kuasa Direktur/Penanggung Jawab : Dr. Chandradewana Boer.  
 
Adapun susunan Tim Penyusun AMDAL PT SLJ I/PT SAL I, yaitu : 

Ketua Tim : Ir. Syariffudin 
Ketua Sub Tim Fisika Kimia : Darul Aksa, MP 
Anggota : Dr. Triyono Sudarmadji 
Ketua Sub Tim Biologi : Dr. Sutejo 

1. Sukatiningsih, Ph.D 
2. Harmonis, M.Sc 

Ketua Sub-Tim Sosekbud : Binsar Simangunsong, SE 
Anggota : Yohanes Hang Kueng, M.Si 

Edi Sukaton, M.Sc 
 

2. Verifier 4.1.2. a. : Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana  
Pemantauan  Lingkungan  (RPL) atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya Site Gonpu I di 
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, seluas 13.730 Ha, yang mendapat SK 
Persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Dephut Nomor : 181/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 7 
September 1995. 
 
Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL) tersebut merupakan penjabaran penngellolaan dan pemantauan  
lingkungan potensial terkena dampak dari Pembangunan Tanaman Industri Pola 
Transmigrasi (HPHTI Trans) PT Sumalindo Lestari Jaya Site Gompu I, dan dokumen ini 
tersusun atas kerjasama antara PT Sumalindo Lestari Jaya sebagai Pemrakarsa dan 
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konsultan penyusun RPL PT Aji Buana Asri, dengan alamat di Jakarta  (Gedung Manggala 
Wanabhakti Blok IV, Lt.5, Wing B, Room 515, Jl. Gatot Subroto, Jakarta). 
 
Pelaksanan penyusunan dokumen RPL didasarkan atas Surat Dirjen PHPA No. 66/DJ-
VI/AMDAL/94 tentang Persetujuan Kerangka Acuan AMDAL HTI Trans PT Sumalindo Lestari 
Jaya Site Gonpu I di Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 10 Juli 1994. Areal pencadangan 
terletak di Blok Hutan Dumaing, Kelompok Hutan Talisayan Berau, seluas 13.730 Ha, sesuai 
SK Menteri Kehutanan No. 886/Kpts-II/91 dan No. 234/Menhut-V/92. 
 
Tim Penyusun dokumen RPL PT Sumalindo Lestari Jaya Site Gonpu I, Kabupaten Berau, 
Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut : 
 

Ketua Tim : Ir. Ngadiono, M.S 
Ketua Sub Tim Fisika Kimia : Ir. Sumpena 
Anggota : 1. Ir Nandang Supriatana 

2. Ir. Joko Isworo 
3. Ir. Hari Pursanto 

Ketua Sub Tim Biologi : Ir. M Kamaludin Z.A 
1. Ir. Darmono 
2. Ir. Dindin R.N. 
3. Ir. Pol Karnadi 

Ketua Sub-Tim Sosekbud : Yadi M. Sudjaya, SE 
Anggota : 1. Ir. Tulus Budyadi 

2. Ir. Tarmudji Sodimedjo 
3. Ir. Yusuf Jatnika P. 
4. Ir Utoyo 

 

3. Verifier 4.1.2. b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, 
biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan 
matrik 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Selama periode audit terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak 
penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yaitu berupa Laporan Semester RKL dan RPL 
yang dibuat oleh PT SAL I dengan uraian sebagai berikut : 
1) Semester 1 Tahun 2024, 10 Juli 2024, dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian LHK via aplikasi SIMPEL dan 
terdapat tanda terima elektronik Kementerian LHK 

2) Semester 2 Tahun 2024, Januari 2025, dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian LHK via aplikasi SIMPEL dan 
terdapat tanda terima elektronik Kementerian LHK; 

3) Semester 1 Tahun 2025, 08 Juli 2025,  dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian LHK via aplikasi SIMPEL dan 
terdapat tanda terima elektronik Kementerian LHK 

 

 

Prinsip 5. 

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 5.1.1. a : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : PT SAL I memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3 berjumlah 9 judul dokumen dengan 
rincian sebagai berikut : 
1. SOP Pedoman Sistem Manajemen K3 No. SOP-001.K3/SAL 
2. SOP Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko No. SOP-002.K3/SAL 
3. SOP Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya No. SOP-003.K3/SAL 
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4. SOP Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja No. SOP-
004.K3/SAL 

5. SOP Pelaporan Sumber Bahaya dan Penanganan Masalah K3 No. SOP-005.K3/SAL 
6. SOP Penanganan Tanggap Darurat No. SOP-006.K3/SAL 
7. SOP Pokok-Pokok Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan No. SOP-

007.K3/SAL 
8. SOP Manajemen Alat Pelindung Diri (APD) No. SOP-008.K3/SAL 
9. SOP Pemeriksaan Kesehatan Karyawan No. SOP-009.K3/SAL 
 
Seluruh SOP diatas yang berkaitan dengan K3 ditetapkan di Samarinda pada tanggal 13 Maret 
2023 dan dibuat oleh oleh Sastaba Marselinus (AK3U) dan diperiksa oleh Joko Widodo (Site 
Manager) serta disetujui oleh Triaji Cahyadi (General Manager). 
 
Terdapat Pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) PT SAL I berdasarkan SK Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 500.15.18.5/2464/DTKT-
III, tanggal 26 Mei 2023.  
 
Berdasarkan SK tersebut tersebut terlampir Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan 
Keselamatan Kerja (P2K3) PT SAL I sebagai berikut : 

Ketua Komite P2K3 : Joko Widodo 
Sekretaris P2K3 : Sartaba Marselinus 
Anggota P2K3 : Wiyono 
Ka. Perencanaan : Yudhiwirayuda 
Surveyor : Yohanes Rhengi 
KTU : Dedy Apriyanto 
Askep : Sidik Hari Utomo 
Ka Plantation : Abdul Rohman 
Krani : Firiani 
Perencanaan : Dedy Marjoko 
Ka. Security : Thomas T.B 
Security : Lukas Lado Kelen 
Harvesting Clerk : Saripudin 
Scaller : Mahfudin 
Security : Alvius 
Security : Soni Pabara Tandi Upa 
Mandor Plantation : M Yusuf 
Krani Personalia : Elisabet Apriana Riti 
Scaller : Hasty Andy Nur 

 
 

2. Verifier 5.1.1. b : Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Terdapat daftar peralatan K3 PT SAL I yang dibuat oleh Sartaba Marselinus (Penanggung 
Jawab K3) dan dan diketahui oleh Joko Widodo (Site Manager). Berdasarkan dokumen tersebut 
peralatan K3 PT SAL I berupa Safety shoes, Safety helm, Masker, APAR 3 Kg, Jas hujan, 
Rompi Safety, Kaca mata bening, Kotak P3K, Sarung tangan dan Baju Apron. 
 
Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT SAL I, 
yaitu berupa : 
1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm dan Sepatu Boot yang berada di 

basecamp dan telah dibagikan kepada karyawan, namun belum terdapat dokumen serah 
terima APD kepada karyawan bukti bahwa APD tersebut telah didistribusikan ; 

2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di 
pasang pada bangunan kantor basecamp, dapur dan workshop ; 

3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di basecamp ; 
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4. Terdapat rambu – rambu K3 seperti pemasangan plang Gunanakan APD dan Utamakan 
K3 yang di pasang di base camp dan lokasi masuk awal konsesi ; 

5. Terdapat peralatan damkarhut seperti mesin pompa, cangkul, sekop, selang, sepatu, 
helm, dll ; 

6. Terdapat plang muster point jika dalam keadaan darurat yang dipasang di basecamp. 
 

3. Verifier 5.1.1. c : Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : PBPH PT SAL I telah membuat laporan kecelakaan kerja selama periode tahun 2024 yang 
dibuat oleh Sartaba Marselinus dan diketahui oleh Joko Widodo (Ketua P2K3), dan Laporan 
tersebut bagian dari Laporan Triwulan P2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang 
disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 
dan hasil verifikasi dokumen Laporan K3 selama periode audit sebagai berikut : 

1. Terdapat Laporan Triwulan III  K3 Tahun 2024 dan bukti tanda terima Dinaskertrans Kaltim 
tanggal 12 Juli 2025, pada lampiran Laporan Kecelakaan Kerja Juli  s/d September 2024 
NIHIL; 

 
2. Terdapat Laporan Triwulan IV  K3 Tahun 2024 dan bukti tanda terima Dinaskertrans Kaltim 

tanggal 12 Juli 2025, pada lampiran Laporan Kecelakaan Kerja Oktober  s/d Desember 
2024 NIHIL; 

 
3. Terdapat Laporan Triwulan I  K3 Tahun 2025 dan bukti tanda terima Dinaskertrans Berau 

tanggal 12 Juli 2025, pada lampiran Laporan Kecelakaan Kerja Januari s/d Maret 2025 
NIHIL; 

 
4. Terdapat Laporan Triwulan II  K3 Tahun 2024 dan bukti tanda terima Dinaskertrans Berau 

tanggal 12 Juli 2025, pada lampiran Laporan Kecelakaan Kerja April s/d Juni 2025 NIHIL;  
Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di lingkungan 
kerja PBPH PT SAL I sesuai wawancara dengan Bpk Joko Widodo selaku Site Manager dan 
sekaligus personil yang telah ditunjuk sebagai Ketua Komite P2K3 dilingkungan kerja PBPH PT 
SAL I antara lain: 

1. Sosialisasi pentingnya K3 lebih sering dilakukan secara informal. 

2. Menghimbau kepada seluruh karyawan untuk selalu mengikuti SOP K3 yang telah 
ditetapkan Management. 

3. Karyawan dihimbau selalu menggunakan APD pada saat bekerja 

4. Menyiapkan sarana dan prasarana K3 

5. Pemeriksaan sarana dan peralatan kerja secara berkala. 

6. Pada lokasi kerja dengan resiko tinggi, dipasang rambu peringatan K3 

7. Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan; 

4. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk 
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Karyawan dan pekerja PT SAL I sampai dengan pelaksanaan audit diketahui belum membentuk 
serikat pekerja, dan tidak terdapat Serikat Pekerja PT SAL I. 

Namun demikian terdapat dokumen yang menyatakan bahwa kepada karyawan PT SAL I 
diperbolehkan untuk berserikat dan jaminan ketenagakerjaan lainnya, yaitu sesuai dengan 
Surat Keputusan Direktur Nomor: 003/SAL/SK-Direksi/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 
tentang Kebebasan Berserikat bagi karyawan PT SAL I. 

Selain itu PT SAL I memiliki  Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Berau No, 560 / Hubin, tanggal 13 Maret 2023 tentang Pendaftaran Lembaga 
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Kerjasama Bipartit PT Sumalindo Alam Lestari, dibuat oleh An Kepala Dinas, Sekretaris 
(Marsudi, S.STP, MPA / Nip. 19790614 200012 1 006) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT SAL I, antara lain mendapatkan 
informasi bahwa benar pihak perusahaan memberikan kebebasan penuh kepada karyawan 
untuk berserikat dan berkumpul, akan tetapi karyawan masih belum siap untuk membentuk 
serikat pekerja. 

5. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : PT SAL I tidak memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun demikian telah 
memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban antara karyawan/ 
pekerja dengan perusahaan. 

Hasil verifikasi diketahui bahwa auditee memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 
2023 – 2025 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Kalimnatan Timur No. 500.15.12.1/4626/B.PHI & JAMSOSTEK/2023 tanggal 27 September 
2023 oleh Kepala H. Rozani Erawadi,  SH, M.Si (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kalimantan Timur), yang memuat hak dan kewajiban antara karyawan dan manajemen 
perusahaan, dan PP tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun sejak disahkan (berakhir tanggal 17 
September 2025). 

Peraturan Perusahaan PT SAL I Periode 2023 - 2025 terdiri atas 7 BAB dan 32 Pasal dengan 
rincian sebagai berikut: 

 Bab I : Pedoman Umum (4 pasal) 

 Bab II : Hubungan Kerja (8 pasal) 

 Bab III : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (8 pasal) 

 Bab IV : Kesehatan dan Keselamatan Kerja (4 pasal) 

 Bab V : Tata Tertib (6 pasal) 

 Bab VI : Keluarga Berencana dan Koperasi Karyawan (2 pasal) 

 Bab VII : Penutup 

6. Verifier 5.2.3 : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Terdapat Daftar Tenaga Kerja di PT SAL I per bulan Juli 2025 (sesuai dengan penempatannya) 
sebanyak 128 orang, yang terdiri dari : 

3. PBPH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) sebanyak 36 orang 
4. Mitra Operasional PT Flora Nuansa Hijau sebanyak 53 orang 
5. Mitra Operasional PT Wahana Murni Plantation sebanyak 39 orang 
Hasil hasil verifikasi terkait batasan umur pekerja maka diketahui bahwa tidak terdapat pekerja 
dibawah umur 18 tahun, dan pekerja termuda sebagai berikut : 

 PBPH PT SAL I 27 tahun bernama Kartika Tulit Lapuan (Guru TK); 
 Pada Mitra PT FNH 19 tahun  bernama Fauzan Akmal Fadhilah (Mandor) 
 Pada Mitra PT WMP 19 tahun bernama Gio Adi Pratma (Security)  
 

Berdasarkan nilai verifier yang diberikan pada masing-masing PRINSIP Legalitas Hasil Hutan, yaitu tidak 
terdapat verifier yang diberikan nilai “Tidak Memenuhi”, maka hasil VLHH Kayu pada PT Sumalindo Alam Lestari 
Unit I, dinilai MEMENUHI Standar VLHH. 

 

 




